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Abstrak

Nama . Ellies Daini
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Tinjauan Hukum Atas Asas Droit de Suitdlnubungkan

Dengan Perlindungan Terhadap kreditur dan Pihak
Ketiga yang Beritikad baik dalam jaminan Fidusia.

Pada jaminan fidusia, penguasaan benda yang meoigek jaminan fidusia
tetap berada dalam penguasaan debitur, memungkindaitur untuk
mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan falusrsebut pada pihak
ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ge@hui bagaimana
perlindungan hukum bagi kreditur jaminan fidusia dperlindungan hukum bagi
pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pdihgn objek jaminan fidusia
dari debitur . Metode yang digunakan dalam pemlitini ini adalah yuridis
normative yaitu menggambarkan permasalahan-perat@sal yang diteliti
dihubungkan dengan ketentuan — ketentuan hukum yaeggaturnya dan
kemudian dilakukan analisa berdasarkan hukum poditiiIndonesia Pihak
kreditur akan mendapatkan perlindungan hukum jikedikur mendaftarkan
jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidustingga memenuhi unsur
kebendaan yang salah satureoit De Suite. Sedangkan pihak ketiga yang
beritikad baik yang menerima pengalihan objek jamifidusia tidak mendapat
perlindungan dalam hukum jaminan fidusia .

Kata kunci : jaminan fidusi@roit de suite, pihak ketiga yang beritikad baik
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Abstract

Name : Ellies Daini

Study Program : Magister of Notary

Title : Legal review on Droit de Suite PrincipRelated to
Protection

Against Creditors and Third Parties Acting in @daith

Fiduciary Guarantee

In fiduciary guarantee, possession over objects lkaome fiduciary guarantee
objects remain in debtor control, this allowing fthebtor to transfer the objects
into objects that become fiduciary guarantee objextthird parties. The purpose
of this study was to find out the legal protection creditors fiduciary guarantee
and legal protection for third parties acting inogdaith who accept transfer of
objects from debtors fiduciary. The method used this research yuridis
normative which describes the problems associatitkl Mgal provisions that
governed them and analysis. The creditor will gegal protection if he/she
register fiduciary guarantee to fiduciary RegiwatiOffice, which fulfills droit dr
suite as one of property substances, whilst thaudigs acting in good faith who
accept transfer of fiduciary guarantee objects atoobtain legal protection.

Key word : fiduciary guarantee, droit de suiterdraction in good faith.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan yang sedang digalakkan oleh bangseadsia dewasa ini,
yaitu pembangunan di segala bidang yang meliputilaig ekonomi,
hukum,budaya,sosial,politik dan bidang pertahanan kkeamanan,sebagaimana
hal tersebut telah diamanatkan dalam pembukaan ngadadang Dasar 1945
alinea ke-4 yaitu membentuk pemerintahan Negaranesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah datahekia serta memajukan
kesejahteraan umum.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembanguonaional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyamakg adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar X#b,dalam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang beakesimgan, para pelaku
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat gEdrangan maupun
badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seirimgade meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuharadeph pendanaan, yang
sebagian besar dana yang diperlukan untuk memekebutuhan tersebut

diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Perjanjian kredit yang melibatkan debitur sebagainipjam dana dan
kreditur sebagai pemberi dana memiliki kepentingang bertimbal balik, dalam
meminjamkan dananya kepada debitur sebenarnya dandatamanya adalah
kepercayaan, seperti yang dinyatakan oleh R.Tjumoosho bahwa “Intisari dari
kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu uasigy lyarus dipegang sebagai
benang merah melintasi falsafah perkreditan dalgmsabenarnya, bagaimana
bentuknya, macam dan ragamnya dan dari manapumyasaerta kepada

siapapun diberikannya.

! Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia Dan Hak Tanggungan,Jakarta,
Indonesia Legal Center Publishing,hal.15
? Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan ( Bandung, Mandar Maju, 2000), hal. 51.

Universitas Indonesia
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Kepercayaan memang hal yang harus ada dalam presdserian kredit,
hal ini lumrah karena tidak mungkin seorang kradimau memberikan sejumlah
dana kepada debitur apabila kreditur itu tidak memgyainya, akan tetapi
ternyata kepercayaan saja tidak cukup untuk menjgeiunasan hutang kepada
kreditur karena pada saat debitur tidak dapatrfegjunasi hutang dan bunga yang
telah disepakati, maka janji pelunasan menjadii janggal janji, untuk itulah
diperlukan suatu jaminan bahwa hutang debitur dijampelunasannya baik

dengan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan.

Sebenarnya tanpa jaminan secara khusus pun, Undlaohepag telah
memberikan perlindungan kepada kreditur denganyad®asal 1131 dan 1132
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seringmakan Jaminan Umum.

Pasal 1131 KUH Perdata :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergewmkpun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru adardikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikataecsasg “
Pasal 1132 KUHPdt :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama—samiaskanua orang
yang mengutangkan kepadanya, pendapatan,penjualadaibenda itu
dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besailnk@a piutang

masing-masing kecuali apabila diantara para bepgittu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan”.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata ini merupakan j@mgecara umum
atau jaminan yang timbul dari Undang-Undang. Mehpasal tersebut Undang-
Undang memberikan perlindungan bagi semua kredialam kedudukan yang
sama, dimana berlaku asparitas creditoriumyaitu kedudukan para kreditur
adalah sama, dengan kata lain dalam hal ini knetlanya berkedudukan sebagai

krediturkonkuren.

Jaminan umum yang di berikan Kitab Undang-UndanguruPerdata ini
tidak memuaskan bagi kreditur karena kurang menikalpurasa aman dan
terjamin bagi kredit yang diberikan dengan tidakragh kepastian akan pelunasan
semua piutangnya akibat adanya kreditur lain, untukkreditur memerlukan

Universitas Indonesia
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benda-benda tertentu milik debitur atau penjamidam orang lain atas hutang
debitur yang ditunjuk secara khusus sebagai janpettmasan hutangnya, dan ini
hanya berlaku bagi si kreditur tersebut. Pengikdéamda tertentu milik debitur
atau penjaminan seseorang atas hutang si debiatas permintaan kreditur
sebagai tambahan penjaminan untuk pelunasan hdédiiyr dinamakan jaminan
khusus.

Jaminan khusus memberikan kepada kreditur kedudylag lebih baik
dalam hal penagihan, lebih baik daripada kreditmkurenyang tidak memegang
hak jaminan khusus atau dengan kata lain ia relakebih terjamin dalam
pemenuhan tagihannya, kedudukan yang lebih baiktatdia para kreditur yang
mempunyai hak jaminan khusus tidak sama, bergardangnacam hak jaminan
yang dipunyainyd. Kedudukan kreditur yang lebih baik dari kreditainhya

disebut juga kreditupreference.

Droit de preferencedimiliki oleh para kreditur yang memiliki hak
kebendaan, yang diperoleh dengan mengikat penmangainan kebendaan
terhadap benda tertentu milik debitur, cara perigikanana bersifat mutlak atas
benda tertentu yang diikat, sehingga apabila debitelakukan wanprestasi atau
cidera janji, maka kreditur mempunyai hak terhatlepda yang diikat tersebut

untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu daripeetitlr lainnya’

Dalam praktek perbankan, adanya jaminan yang didkas itu
disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tencakalam Pasal 24 Undang-
Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 yangarare adanya
pemberian kredit tanpa jaminahJo Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 Tentang perbankan yaitu agunanlagitainan tambahan yang

diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pembesilitas kredif

Bentuk lembaga jaminan kebendaan yakendl dalam Undang-Undang,

baik itu hak tanggungan untuk hak atas tanah dadai untuk benda bergerak,

3. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung, Citra Aditya bakti,2007), hal.9-10
* Subekti (a), Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut
Hukum Indonesia (Bandung, Alumni, 1982 ), hal.27.

> Sri Soedewi Maschoen Sofwan (a), Op.cit, hal. 46.

Universitas Indonesia
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mensyaratkan penyerahan jaminan ke dalam kekudsaaitur,sementara itu
disisi lain banyak masyarakat yang membutuhkanikrkldususnya untuk benda
bergerak berharap masih bisa menggunakan bendangamiersebut untuk

keperluan usahanya.

Jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampuadam lembaga
jaminan gadai, karena peraturan tentang gadai tisknungkinkan benda
jaminan tetap berada pada pihak yg menggadaikdnnihlaertentangan dengan
syarat inbezitstelling seperti yang tercantum dalam Pasal 1152 ayat 2
KUHPerdata yaitu adanya kewajiban melepaskan sdtsakabenda-benda dari
kekuasaan si pemberi gadai kepada pemegang gaupigisyaratkan dalam
lembaga gaddi.Syarat- syarat gadai tersebut dirasa sangat bkslatpemegang
gadai apalagi jika benda yang digadaikan justrugaandiperlukan untuk

menopang kehidupan sehari-hari terutama dalam samgnjalankan usahanya.

Karena kebutuhan tersebut timbullalamiepraktek apa yang disebut jual
beli dengan hak membeli kembali yang digunakan kunttenutupi suatu
perjanjian pinjam meminjam uang dengan suatu jampeunasan hutang. Pihak
penjual/debitur menjual barang-barangnya kepada bpkfkreditur dengan
ketentuan bahwa barang tersebut tetap dikuasatudetmun hanya sebagai
peminjam pakai dan bila saatnya tiba, jangka waldganjian berakhir, debitur
akan membeli kembali barang yang sudah menjadk rkikditur tersebut, tetapi
barang masih tetap dalam penguasaan debitur, yaagdkan fidusia.

Lembaga jaminan Fidusia sebetulnya bukanatesyang baru didunia.
Fidusia sudah dikenal sejak jaman Romawi yang dikdangan nama dua nama

yaitu 2

a. Fidusia cum creditore contractgang artinya adalah janji kepercayaan
yang dibuat oleh debitur dengan kreditur yanghydibahwa debitur akan
mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepadditkre sebagai

6 Himpunan Undang-Undang Perbankan Indonesia, (Jakarta, Asa Mandiri,2008),hal.66

” Frieda Husni Hasbullah (b), Hukum Kebendaan Perdata, hak-hak Yang Memberi jaminan, Jilid 2,
(Jakarta, InHill.Co, 2009), hal 48.

® Ibid
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jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwigudebtap akan
menguasai secara fisik benda tersebut dan kredikan mengalihkan
kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana hutgmgelah dibayar
lunas.

b. Fidusia cum amico contractgang artinya janji kepercayaan yang dibuat
dengan seorang teman. Biasa digunakan oleh sepedagfamiliasyang
harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untukk@angaktu yang
lama, yang berdasarkan perjanjian bahwa temannysebigt akan
mengembalikan kepemilikan atasmilia tersebut bilamana sfater

familias sudah kembali dari perjalananya,

Intinya fidusia merupakan perjanjianjgman uang dengan pemberian
jaminan berdasarkankan kepercayaan, dimana dehbmengalihkan hak
kepemilikan barang bergerak miliknya kepada kreditietapi barang yang
dijaminkan itu tetap berada dalam kekuasaan deldtur hak kepemilikan yang
dimiliki kreditur akan dikembalikan lagi kepada deb apabila debitur telah

melunasi hutangnya sesuai perjanjian.

Di Indonesia pengaturan lembaga fidusrmbuh dan berkembang dari
berbagai yurisprudensi, diantaranya mel&#uiest Hoogerechtshofttanggal 18
Agustus 1932, denganBarajsche Petroleum maatschapgiBPM) melawan
Pedro Clignent. Kasusnya adalah Pedro meminjam dangBPM dan sebagai
jaminan ia menyerahkan hak miliknya sebuah molals alasar kepercayaan
kepada BPM, namun tetap menguasai mobil tersebridabarkan perjanjian
pinjam pakai.Jika Pedro lalai membayar hutang peakiunya,maka perjanjian
pinjam pakai akan diakhiri dan BPM berhak mengamimbil tersebut.Ternyata,
pada waktu yang ditentukan,Pedro tidak dapat meloya,dan pihak BPM
menuntut penyerahan mobil, sementara Pedro tidak menyerahkan dengan
alasan BPM bukanlah pemilik mobil karena perjanjigang dibuat tidak
sah.Setelah melalui berbagai pertimbanganggerechtshofmenolak alasan
Pedro dan berpendapat bahwa pengikatan jaminandiaogt kedua belah pihak
bukan merupakan gadai,melainkan penyerahan hak atds dasar kepercayaan,

sebagaimana diputuskan oldbge Raadli negeri Belanda melal@ierbrouwerij
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Arrest tahun 1929. Oleh karena itHooggerechtstshoimemutuskan bahwa
perjanjian penyerahan hak milik atas dasar kepasrayersebut adalah sah, dan

Pedro wajib menyerahkan mobil jaminan yang dikuasakepada pihak BPM.

Perkembangan selanjutnya, istilah fidusia secasaniredipergunakan
dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 Tentang dRu®usun yang
menyebutkan bahwa rumah susun atau satuan ruma dapat dibebani hipotik
jika tanahnya tanah Hak milik, hak Guna bangunau atengan fidusia jika
tanahnya tanah hak pakai atau tanah Negara. Phda 992, Fidusia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentangnfaran dan Pemukiman
yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangatasditanah yang dimiliki

oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan Fedus

Sebagai bagian dari upaya perbaikan bidang hukbhosusnya dibidang
hukum ekonomi, pemerintah Republik Indonesia akfrrmengundangkan
Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang JamindmsiB (selanjutnya
disebut Undang-Undang Fidusia). Dikeluarkannya Wigeldndang Fidusia ini
merupakan pengakuan resmi dari pembuat Undang-gnddamn lembaga
jaminan fidusia, yang selama ini baru memperolemgpkuan melalui
yurisprudensi. Tujuan dari diberlakukannya Undamgtahg Fidusia ini adalah
untuk memperjelas keberadaan dari lembaga jamindusig dalam masyarakat
yang menggunakan Jaminan Fidusia ini sebagal sakh sarana untuk
membantu kegiatan usaha,serta memberikan kepdsiianm dan perlindungan
hukum bagi pihak-pihak yang berkepenting8n.

Undang-Undang fidusia menegaskan bahwa jaminansifidwadalah
agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaangehmgmpunyai sifat
zakelijk dan melekat pada bendanya, serta memberikan Kkkalidyang
diutamakan kepada kreditur. Selain itu fidusiarupakan perjanjian ikutan
(accesoir)dari suatu perjanjian pokok akibatnya adalah jamifidusia hapus

demi hukum bilamana utang yang dijamin secara usfa dihapus. Hal ini

® Frieda Husni Hasbullah (b), Op.cit, hal. 52
10 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hal
.16.
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menunjukkan bahwa penyerahan hak milik secarasitidtidak terlepas dari
perjanjian pokoknya. Sebagai hak kebendaan (yamgh®ekan jaminan) dengan

sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan jugelekat pada jaminan fidusia.

Pada awalnya benda yang dapat dijadikan objek mmiidusia terbatas
pada benda bergerak yang berwujud, tetapi dengamyadUndang-Undang
Fidusia, benda yang menjadi objek jaminan fidussguai Pasal 1 ayat 4 Undang-

Undang Fidusia adalah :

1. Benda bergerak yang berwujud

2. Benda bergerak yang tidak berwujud,termasuk piutang

3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hakggungan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4rT&886 Tentang
hak tanggungan Atas tanah Beserta Benda-Benda Berigitan dengan
Tanah.

4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani aengipotik,
sebagaimana diatur dalam undang-Undang Hukum Remiat Kitab
Undang-Undang Hukum dagang.

Berdasarkan Undang-Undang fidusia, pembebanan gmfidusia harus
dibuat dengan akta notaris, yang disebut dengaa jaktinan fidusia. Setelah
dibuatkan aktanya, didaftarkan ke Kantor Pendaitafadusia di tempat
kedudukan pemberi fidusia. Adanya ketentuan menggemndaftaran ini
mengakibatkan jaminan memperoleh sifat sebag# Keaendaan” . Sebagai hak
kebendaan maka jaminan fidusia mengandung asasuatsaia lain “ hak jaminan
itu mengikuti bendanya droit de suit¢ yang artinya jaminan fidusia akan selalu
melekat pada objek jamiann fidusia dimanapun behdaerada dan kepada

siapapun benda itu diperalihkan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Fidusia ada @ersgang timbul,
diantaranya adalah mengenai pengalihan benda b&rg@mng menjadi objek

jaminan fidusia kepada pihak ketiga, khususnyakpketiga yang bertikad baik.

Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia beradandakekuasaan
pemberi fidusia yang dalam hal ini disebut debitoleh karenanya bisa saja
debitur mengalihkan bendanya tanpa sepengetaheditler dalam hal ini jelas
debitur melakukan penggelapan atas benda yang diesgek jaminan fidusia
tersebut, tetapi yang menjadi masalah disini adddagaimana perlindungan
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hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidugabga benda yang menjadi
objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh debitdan bagaimana pula
perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang ikadt baik menerima

pengalihan tersebut.

Berdasarkan apa yang di uraikan diatas, penulisarer untuk

menelitinya dalam sebuah tesis yang berjudul :

TINJAUAN  HUKUM ATAS ASAS DROIT DE SUITE
DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN  TERHADAP
KREDITUR DAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK
DALAM JAMINAN FIDUSIA.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah [geardikan sebelumnya,
penulis mengidentifikasikan beberapa pokok pernahsal, yaitu :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemg jaminan
fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak k& yeng beritikad

baik, yang menerima pengalihan benda jaminan f&ddsi

1.3. Metode Penelitian

Metodologi merupakan hal yang penting dan merupdkaaprint suatu
penelitian, artinya segala gerak dan aktifitas pese tercermin didalam metode

penelitian*!

Metodologi adalah suatu unsur yang mutlak harusdadialam penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnolegi,kalrena suatu penelitian
bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistenmetodologis dan
konsisten dengan mengadakan analisa dan konstrDiéam usaha mencari

kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiataahlseperti penelitian dimana

g Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.1,(Jakarta,BP.FH.U1,2005), hal
21.
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penelitian tersebut akan mencari data atau bahaambgang dapat digunakan

untuk penulisan ilmiaf

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, maka gem#mpergunakan

metode penelitian sebagai berikut :
a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adafahdis normative
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meagakan

penelitian kepustakaan atau yang disebut bahammgkiunder.
b. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif — analitis, karengenelitian
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti gkintentang
keadaan atau gejala lainnya guna memberikan gambanag jelas
mengenai perlindungan yang diberikan terhadap kredlan pihak

ketiga yang beritikad baik dalam jaminan fidusia.
c. Jenis Data

Data-data yang dipergunakan adalah data sekuratey giperoleh
melalui penelitian kepustakaanlibfary researcl) yaitu suatu
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mexjapel dan
membaca buku-buku ilmiah mengenai fidusia,peratyg@anUndang-
Undangan yang terkait serta bahan bacaan lain yemgubungan
dengan penelitian yang dibuat oleh penulis untukndapatkan
landasan teoritis sebagai dasar melakukan pemeliten penulisan

tesis.
d. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaang
dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaamveksitas

Indonesia dan maupun mengakses data melalui @ttern

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 (Jakarta,Ul.Press.1981) hal.7.
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e. Metode Analisis data

Untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang itiditel
berdasarkan data yang diperoleh, diperlukan telamklisis data,
dengan adanya tehnik analisis data ini akan diketalloungan secara
menyeluruh dalam penelitian.Tehnik analisis datagydipergunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakanikehnalisis
deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu mengumkaih semua data
yang diperlukan kemudian menghubungkannya dengemgsalahan
yang ada dan dianalisis berdasarkan teori hukung yhimubungkan

dengan masalah yang diteliti.
1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam tiga bab, dimamasing-masing bab

terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan secapariaci sebagai berikut :

Bab 1 adalah pengantar untuk memasuki bab-bamjsgiya yang
menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan atagalkok. Bab ini dibagi
menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latardeakasalah yang menjadi
pendorong bagi penulis untuk membahasnya, kedua genan pokok
permasalahan, ketiga mengenai metode penelitimp&t mengenai sistematika

penulisan yang berisi pembabakan tesis secara toeumlyenengenai isi tesis ini.

Bab 2 penulis menjelaskan mengenai pengertian aeddn hak
kebendaan, ciri hukum benda, asas hukum bendd, peganjian secara umum,
tentang jaminan, tentang jaminan fidusia dan asest dle suite, serta

perlindungan kreditur dan pihak ketiga yang beatibaik dalam jaminan fidusia.

Bab 3 berisi mengenai kesimpulan yang merupakamalaw dari pokok
permasalahan dari keseluruhan uraian tesis ser@n sdari penulis terkait

permasalahan tersebut
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BAB 2

TINJAUAN HUKUM ATAS ASAS DROIT DE SUITE DIHUBUNGKAN
DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DAN PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM JAMINAN FIDUSIA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA DAN HAK KEBENDAAN

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dngeinya disebut
KUH Perdata) menempatkan pengaturan tentang hukwaria hkekayaan
(vermogensrechtdalam 2 ( dua ) buku yaitu Buku Il dan buku IHukum

kebendaan diatur dalam Buku Il dan hukum perikdtatur dalam Buku IIl.

Pengaturan hukum benda dalam Kitab Undang-UndangiiduPerdata
terdapat dalam buku II tentang Hukum kebendaarei8iyang terdapat dalam
buku 1l ini bersifat tertutup artinya hak-hak jamm kebendaan diatur secara
limitative dan enunsiatif, dimana seseorang tidagadl secara bebas menciptakan
hak jaminan kebendaan. Penciptaan hak kebendaaaya hdapat dilakukan
dengan atau melalui penunjukan Undang-Undang pangidndangan atau
yurisprudensi. Sedangkan Buku Il bersifat terbukdinya dimungkinkan
dibuatnya peraturan lain berdasarkan kesepakataarba dengan asas kebebasan

berkontrak.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1%6@tang
Undang-Undang Pokok Agraria yang mulai berlakuls¢gamggal 24 September
1960, memberikan perubahan besar terhadap berlakouyu || KUH Perdata.
hal ini bisa dilihat dalam diktum Undang-Undang ®©%kAgraria yang

menyatakan :

“Buku Il Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia s mengenai
bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didajarkecuali
ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masitlakerpada mulai
berlakunya undang-undang ini.”
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Apabila kita pelajari isi diktum tersebut,maka dagasimpulkan bahwa
Buku Il sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaam ayang terkandung
didalamnya dicabut dengan berlakunya Undang-UndBiigb Tahun 1960
Tentang Pokok Agraria, kecuali ketentuan mengen@otik ( sekarang dengan
keluarnya Undang — Undang No. 4 tahun 1996 mendtalaTanggungan, maka
buku 1l mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlakgil)

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Pokok iagraaka pasal-
Pasal dalam Buku Il KUH Perdata dapat diperincagebberikut *3

a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, &atidak mengenai
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didayam

b. Ada pasal - pasal yang tidak berlaku lagi, sgpman mengenai bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

c. Ada pasal yang masih berlaku tetapi tidak seganah
2.1.1. Pengertian Benda

Istilah benda berasal dari bahasa Belanda yzak yang artinya semua
barang dan hak!* Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjaek obj
daripada hukum® Pengertian tentang benda yang paling luas mergubekti

adalah Benda adalah sesuatu yang dapat dihakki.

Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan mengenai péngeirebendaan
yaitu tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapatabkiioleh hak milik.

Selain pengertian menurut KUH Perdata, beberapgansarjuga

mengemukakan perumusannya mengenai pengertian, ltbaderanya'®

1. H.F.A. Vollmar

Benda adalah sesuatu yang dapat diraba atau berwang didalamnya
termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga,dapal ditundukkan

di bawah penguasaan manusia dan yang merupakanksesaiuruhan.

 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, (
Jogjakarta, Graha limu, 2009) , hal 46-47
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,( JakartaCitra Aditya bakti, 2000), hal. 125.

 H.F.A.Vollmar, Op.cit, hal.32.
'8 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, jilid 1 (Jakarta,IndHill,co,2002) hal.27-28
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2. Paul Scholten

Benda ialah setiap bagian dari alam yang berwypmnp semata-mata
dapat dikuasai oleh manusia, berharga untuknyaydag oleh hukum

dipandang sebagai satu kesatuan.

3. Prof.H.R.Sardjono

Benda ialah sesuatu yang dapat dinilai dengan satiglak-tidaknya
mempunyai nilai efektif, berdiri sendiri dan merkpa satu keseluruhan,

bukan merupakan bagian-bagian yang terlepas sagaddainnya.

Atas dasar pendapat dari para ahli hukum tersemdka dapat
disimpulkan bahwa “sesuatu” dapat disebut bend@ diapat dikuasai manusia,
dapat diraba maupun tidak, dapat dinilai dengargaéau setidaknya berharga
untuknya dan merupakan satu kesatuan dan bersafadim

Dalam Pasal-Pasal tertentu di KUHPerdata ada peagenengenazaak
yang berbeda dengan pengertian sebelumnya, yaig jerdapat pada Pasal
1792 KUH Perdata, zaak berarti perbuatan hukum, Pasal 1354 KUH Perdata
,zaak berarti kepentingan dan di dalam pasal 1263 Kl#fd&a,zaakberarti

kenyataan hukurt.
2.1.2.Jenis—Jenis Benda :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi benda’ita

Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda dapat dipakai habis dan benda yang tidakt diypakai habis
Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagang
Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada

Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Benda atas nama dan tidak atas nama

Benda atas nama dan benda tidak atas nama

S@~ooooTy

Y H.V.A. Vollmar, Op.cit.hal.32
18 Djaja.S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,
(Bandung, Nuansa Aulia,2007),hal.17.
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Namun dari pembagian-pembagian yang disebutkalasiy@ng paling penting
adalah pembagian benda bergerak dan benda tidgé&rbkr

benda bergerak dapat dibagi menjadi dua yditu :

a. Benda bergerak karena sifatnya ( Pasal 509 KUHR®rda
1. yang dapat dipindahkan, contoh : meja
2. yang dapat pindah sendiri, contoh : hewan ternak

b. Benda bergerak karena Undang- Undang ( Pasal 5H Rétdata) contoh
: saham-saham Perseroan terbatas

Benda tidak bergerak dapat dibedakan &fas :

a. Benda tidak bergerak menurut sifatnya : tanah skyala sesuatu yang
melekat diatasnya (Pasal 507 KUHPerdata)
Contoh : pohon-pohon

b. Benda tidak bergerak karena tujuannya ( pasal 30MmRerdata)
Contoh : mesin yang dipakai di pabrik.

c. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undafasal 508
KUHPerdata)
Contoh : hak pakai atas benda tidak bergerak

Pembagian atas benda bergerak dan tidak bergemajadn sangat penting karena
pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangatipg dalam hukum. yaitu

dalam hal %,
1. MengenaBezit ( kedudukan berkuasa )

Mengenai bezit terhadap benda bergerak berlaku asas sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdatiy yeezitter dari
benda bergerak adalah pemilikeigenaaj dari benda bergerak tersebut

(bezitberlaku sebagai titel yang sempurreezitgeldt als volkomen tit)e

¥ Harumiati Natadimaja, Op.cit,hal.51.
20 .

lbid
2t Djaja S. Meliala, Op.cit, hal. 20.
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Sedangkan untuk benda tidak bergerak merupakanabetas nama
dan/atau terdaftar dan ada bukti kepemilikannya atapat dibuktikan

dengan suatu akta.
. Mengenai Levering ( penyerahan)

Levering dalam benda bergerak dilakukan dengangrahgn secara nyata

(feitelijke levering

sedangkan levering untuk benda tidak bergerak uliak dengan cara

yuridis (yuridische leveringyaitu dengan cara balik nama.

Khusus untuk benda bergerak tak berwujud separtapg atas nama dan

barang lain, penyerahannya dilakukan menurut FdsaKUH Perdata :

a. Untuk piutang atas bawaaén toonder dilakukan dengan penyerahan
surat tagihan yang bersangkutan

b. Untuk surat piutang atas tunjuk gan ordej dilakukan dengan
endossement

c. Untuk piutang atas namaof naam dilakukan dengan membuat akta
cessie

. MengenaVerjaring ( daluwarsa )

Benda bergerak tidak mengenatjaring, ( acquisitieve verjaring,karena
adanya asas sebagaimana terkandung dalam pas@l a@t (1)
KUHPerdata,

Benda tidak bergerak semula mengenal adamygring, tetapi setelah
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, benda Ioakgeun tidak lagi

mengenal adanyzerjaring.
. MengenaBezwaring( Pembebanan / jaminan)

Jaminan terhadap benda bergerak dilakukan dengadai g#au fidusia,
sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukanatehgk tanggungan.
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2.1.3.Hak Kebendaan

Sebelum memberikan definisi mengenai hak kebendaamulis terlebih

dahulu akan menguraikan mengenai hak perdata :

Hak perdata terbagi dua yaitu :

1.

Hak mutlak / absolutiUs in re) terdiri dari :

Hak kepribadian , contoh : hak atas namanya, hikieiperdekaan.

Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hakgyambul karena
adanya hubungan suami istri, hubungan antara aramgn anak.

Hak atas benda tak berwujughi{material rechf, contoh : hak paten

Hak mutlak atas sesuatu benda disebut juga dengknkébendaan (
zakelijk recht )

. Hak relative / nisbi {us ad rem) yaitu suatu hak yang memberikan suatu

tuntutan/ penagihan terhadap seseorang dan hakhatmwya dapat
dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Hak relative atau nisbi ini disebut juga dengan petorangan.

Dari pembagian mengenai hak perdata diatas, dapatpllkan bahwa

hak kebendaan merupakan hak perdata yang termasedgjoki hak yang bersifat

mutlak.

Adapun pengertian hak kebendaamakelijk recht)adalah suatu hak yang

memberikan kekuasaan langsung atas suatu bendg, dapat dipertahankan

terhadap tiap orang’.

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 3 macam3/faitu

1.

2.

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baikkeadanya sendiri
maupun benda milik orang lain, seperti hak mildzithak memungut
hasil,hak pakai dan hak mendiami.

Hak kebendaan yang memberi jaminan seperti gdithisia, hak

tanggungan dan hipotik

* Harumiati Natadimaja, Op.cit, hal 53.
% prof.Subekti (b), Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung, Intermasa, 1985), hal.62
** Rahmadi Usman, Op.cit, hal. 65
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3. Hak kebendaan yang memberi jaminan tetapi bukabdga hak jaminan
kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebupungen hubungan
kebendaan. Contoh : hakivilege

2.1.4. Ciri - Ciri Hak Kebenda&ahi

1. Bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terlpasiapapun juga yang
bermaksud menganggu pelaksanaan hak kebendaan itu.

2. Selalu mengikuti bendanyadroit de suit¢, bahwa hak kebendaan itu
mengikuti bendanya, didalam tangan siapapun beadserada.

3. Mengenal tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lel@hmenduduki
peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaamg timbul
kemudian.

4. Lebih diutamakandroit de preference hak kebendaan itu memberikan
kedudukan yang diutamakan, hak mendahulu,atau stakewa kepada
pemegang hak kebendaannya.

5. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun jugg g@enganggu benda
itu.

6. Dapat dipindahkan, bahwa hak kebendaan dapat dipkash secara penuh
kepada siapapun juga jika dibandingkan hak pera@amaygng terbatas

2.1.5. Cara Memperoleh Hak Kebenda4h :

1. Dengan pengakuan

Jika benda yang tidak ada pemiliknyee¢ nulliug didapatkan dan diakui
oleh orang yang mendapatkannya, maka orang tersebnipunyai hak
kebendaan.

2. Dengan penemuan
Benda milik orang lain yang lepas dari penguasaark@mudian
ditemukan oleh seseorang yang tidak mengetahua giamilik dari benda
itu. Penemu benda tersebut dianggap sebagai pdmaiidna ia menguasai
benda itu ( pasal 1977 ayat 1 (satu) KUH Perdata).

3. Dengan Penyerahan
Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahaadagkdn alas hak
(recht title) tertentu misalnya, jual beli.

4. Dengan cara daluwarsa

% Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, ( Yogyakarta, Liberty,2000)
hal.25-27
?® Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, hal. 140-142.
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Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidakas Untuk benda
bergerak, hak milik diperoleh setelah lampau 3aftigghun sejak ia
menguasai benda bergerak itu, Sedangkan bagi bidala bergerak,
daluwarsanya :

a.20 tahun jika ada alas haknya
b.30 tahun jika tidak ada alas hakny
Dengan cara penciptaan

Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hkk atas benda
ciptaannya itu. Pengertian menciptakan meliputi eqgakan barang baru
dari barang yang sudah ada atau menciptakan bamamg baru sama
sekali.

Dengan pewarisan

Hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan mtehukum waris
yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waslam, atau hukum
waris KUH Perdata.

Dengan cara ikutan atau turunan

Orang yang membeli sebidang tanah , kemudian diateh itu tumbuh
tanaman, maka tanaman tersebut merupakan benda iéati tanah. Yang
membeli tanah tersebut, berhak pula atas tanamag fanbuh diatas
tanahnya.

Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan hapus disebabkan oleh :

a. Karena bendanya lenyap atau musnah, jika bgadanyap atau musnah

maka hak kebendaan atas benda itu menjadi ikuafeatau musnah.

b. Karena dipindahtangankan, hak kebendaan hajas jenda beralih

kepemilikan kepada pemilik baru.

c. Karena pelepasan hak, pelepasan hak yangakibatkan hapusnya hak

kebendaan ini biasanya dilakukan dengan sengdjeoodag yang berhak.

d. Karena daluwarsa, 3 tahun untuk yang menembkada bergerak, dan

20 tahun atau 30 tahun untuk benda tidak bergerak

e. Karena pencabutan hak, dengan syarat :
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a. Berdasarkan Undang-undang

b.Dilakukan untuk kepentingan umum

c. Dengan ganti kerugian yang layak.

2.1.7. Asas-Asas Umum Dalam Hukum Benda

Hukum benda merupakan sub system dari hukum perBaterapa asas
yang berlaku bagi hak-hak kebendaan diatur dalaku BuKUHPerdata?’

1.

Asas tertutup, dengan ini dimaksudkan bahwa tidgbat dibuta hak
kebendaan baru selain yang telah disebut secargative dalam
Undang-Undang. Asas ini dimaksudkan agar ada kepaBukum
dalam hak kebendaan.

Hak absolut, bahwa hak kebendaan dapat dipertahatdrhadap
siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tgrseb

Asas dapat diserahkan, bahwa pemilik benda mengagndewenang
untuk menyerahkan bendanya.

Asas mengikutidroit de suitg¢, bahwa hak kebendaan akan mengikuti
bendanya di tangan siapapun benda itu berada.

Asas publisitas, bahwa pendaftaran benda merupakaiti
kepemilikan.

Asas individual, bahwa objek hak kebendaan hangfzatep benda
yang dapat ditentukan.

Asas totalitas, bahwa hak milik hanya dapat dileaakterhadap benda
secara totalitas atau secara keseluruhan dan padk bagian-bagian
benda.

Asas perlekatan (asesi) , yaitu asas yang melakdiknda pelengkap
pada benda pokoknya.

Asasbezit merupakan title yang sempurna, asas ini berlalgi tbenda
bergerak tidak atas nama ataupun tidak terdaftar.

%’ Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung, Alumni, 1983,)

hal.36-39
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2.1.8.Kedudukan Berkuas#égzit )

Suatu hal khusus dalam hukum barat adalah adpeggertianbezit
sebagai suatu hak kebendaan, sebagai lawan #amihla ataueigendom

Bezitberasal dari kataittenyang artinya menduduki,menurut Subek#zit
adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasa benda seolah-olah itu
kepunyaannya sendiri, keadaan mana oleh hukumddiiigi, dengan tidak
mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada siapd® Sedangkan
menurut Sri Soedewbezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu
benda dimana seorang menguasainya baik sendiri unadgngan perantaraan

orang lain seolah-olah itu kepunyaan serfdiri.

Berdasarkan pendapat ahli hukum diatas dapat diskap bahwa
pengertianbezit hampir sama dengan dengan pengertian hak migiggndom
Bedanya eigendom lebih menunjukkan suatu hubungan hukum dengan
pemiliknya, sedangkabezitlebih menunjukkan adanya hubungan nyata antara si

pemegang benda dengan bendanya.

Pasal 529 KUH Perdata menjelaskan yang dimakesadatau kedudukan

berkuasa adalah:

“kedudukan seseorang yang menguasai suatu keberuikrdengan diri
sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dag mmempertahankan

atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kelaandtu”.

Dari ketentuan pasal diatas dapat kita ketahui balpada dasarnya
kedudukan berkuasa memberikan kepada pemegang Weduderkuasa itu
kewenangan untuk mempertahankan dan menikmati bgadg dikuasainya

layaknya seorang pemilik

Pasal 583 KUH Perdata menyebutkan babeztdapat diperoleh dengan

cara melakukan perbuatan menarik benda itu dal&malsaannya dengan maksud

%% Subekti (b), Op.cit hal .63
%% sri Soedewi (b ), Op.cit, hal. 83
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mempertahankannya untuk diri sendiri. Dengan demikidapat ditarik

kesimpulan bahwa untuk mendapatKaezitharuslah :

a. Ada perbuatan nyata untuk memiliki benda tersebut

b. Ada kemauan untuk memiliki benda tersebut.
Para ahli hukum membagi Bezit menjadi dua yaftu :

1. Burgerlijk bezit atau yang disebinezitsaja, orangnya diseblbiezitter
yaitu jika bezitter mempunyai kehendak untuk memiliki suatu benda
untuk dirinya sendiri, misalnya melalui perrjanjiaal beli.

2. Naturlijke bezit disebut jugadetentie atau houderschap orangnya
disebutdetentor atau houderyaitu jika orang yang menguasai suatu
benda tidak mempunyai kehendak untuk memiliki betedsebut bagi
dirinya sendiri., misalnya karena sewa menyewa.

Bezit pada benda bergerak mengacu pada pasal $87{laKUHPerdata :

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunggumapiutang yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa maka baapasnenguasainya

dianggap sebagai pemiliknya *“.

Dari rumusan pasal diatas dapat disimpulkan bahada fpenda bergerak
bezit berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sehingga gang menguasai

suatu benda, maka ia dianggap sebagai pemilik yasgngguhnya.

Sedangkan bezit pada benda tidak bergerak biskudda dengan cara
occupation dan levering. Occupatamalah tindakan menduduki atau menguasai
suatu benda tak bergerak yang tidak ada pemilikhlg.ini disimpulkan dari
pasal 545 ayat (1) KUH Perdata jo pasal 1963 KUH#&er

Pasal 545 ayat (1) KUH Perdata intinya menyataahwa seseorang
yang menguasai suatu benda tidak bergerak akanadidigzitter dari benda
tersebut setelah selama satu tahun menikmatinys tgangguan dari siapapun.
Sedangkan Pasal 1963 ayat (1) KUH Perdata patgganmenyatakan bahwa
barangsiapa dengan itikad baik dan berdasarkanu sak@s hak yang sah

memperoleh suatu benda tidak bergerak,suatu buagapautang lain yang tidak

*® Frieda Husni Hasbullah (a), Op.cit, hal 70
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harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milisrata dengan jalan daluwarsa
setelah menguasai selama 20 tahun berturut tuantjiklh menguasainya selama
30 tahun berturut-turut akan memperoleh hak milienghn tidak perlu

menunjukkan alas haknya.
2.2.TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN

Hukum perjanjian diatur dalam Buku Ill KUH Perddtentang perikatan)
yang terdiri atas suatu bagian umum dan suatu badiasus. Bagian umum
memuat mengenai peraturan-peraturan yang berlakyi parikatan pada
umumnya, misalnya mengenai bagaimana lahir dansnmgpuperikatan,macam
perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuaiupmmamengenai perjanjian
yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah orgmap nama- nama

tertentu, misalnya jual beli, sewa menyetva.

Perjanjian adalah suatu peristiwva dimana seseotzranji kepada
seorang lain atau dua orang saling berjanji untefaksanakan suatu hal. Dari
peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara draang tersebut yang dinamakan
perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungannh@iara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak mignial dari pihak yang
lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk menmetuntutan itu*

Perikatan merupakan pengertian yang tepat untukukis&lan suatu
pengertian yang sama dengan apa yang ada dalanseBBetandaVerbinteni$
yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yargiken hak dan kewajiban.
Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak gaiiu hal yang tidak dapat
dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam fikifa

2.2.1.Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas umum mengenai perjanjian yang terdapat défatamb Undang-
Undang Hukum Perdata merupakan pedoman serta dnebgas dalam

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuaijga pada akhirnya

3 Subekti (b), Op.cit, hal.127
32 Subekti, Hukum Perjanjian (c),cet.18 (Jakarta, Intermasa, 2001), hal. 1
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menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak diapat dipaksakan

pemenuhannya.
Beberapa asas dalam hukum perjanjtan :

a. Asas kebebasan berkontrak
Bahwa setiap orang bebas membuat prjanjian dengaoursbebas
mengenai isinya, bentuknya, sepanjang tidak mekanggdang-Undang,
ketertiban umum dan kesusilaan ( Pasal 1337 KUHRaIjd Pasal 1338
KUHPerdata ). Asas inilah yang menyebabkan hukunapéean memiliki
sifat terbuka.

b. Asas Konsensualisme
Berasal dari kata@onsensus/ang artinya sepakat. Bahwa perjanjian itu
timbul sejak adanya kata sepakat dari kedua belatk pDengan kata lain
perjanjian sudah sah apabila para pihak sudah aepsngenai hal pokok
yang diperjanjikan. Asas ini dapat disimpulkani d@asal 1320 ayat (1)
KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

c. Asas Personalia
Bahwa siapa-siapa saja yang terikat dalam perjgnfan diatur dalam
Pasal 1315 KUHPerdata:
“pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkarais nama sendiri

atau meminta ditetapkannya suatu janji selain udtukya sendiri “
2.2.2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal gda® unsur dalam

perjanjian yaitu®

a. Unsur esensialia
Unsur ini mewakili ketentuan-ketentuan berupa p®styang wajib
dilakukan oleh salah satu atau lebih dari satukpigang mencerminkan

sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakarsg@ara prinsip dari

33 .

lbid
** Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia,cet.1, (Jakarta,Pustaka Yustisia,2009),hal.43.
35 .

lbid
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jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnygudakan dalam
memberikan rumusan, definisi atau pengertian daatws perjanjian,

misalnya perjanjian jual beli berbeda dengan pgganukar menukar.

. Unsur naturalia

Merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu peatgrtentu, setelah

unsure esensialianya diketahui secara pasti.

. Unsur aksidentalia

Merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjiamg yaerupakan
ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara meayign oleh para
pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yangpalean persyaratan

khusus yang ditentukan secara bersama-sama olelpipak.

2.2.3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatunpenayang sah ketika

telah memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata , sebuah pamadikatakan sah di

mata hukum apabila memenuyarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif terdiri dari:

1. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yamgjkatkan dirinya,

Para pihak sepakat mengenai pokok perjanjian yarghka buat, apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendakalp yang lain,
kesepakatan merupakan titik temu antara kehendakkdenauan para
pihak yang satu dengan kemauan dan kehendak pémakiginnya.

. kecakapan untuk membupeérjanjian

bagi orang pribadi, dikatakan cakap apabila :

a. Telah berumur 18 tahun atau telah menikah

b. Tidak ditaruh dibawah pengampuan

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, dikatakanktickkap membuat

perjanjian apabila :
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a. Belum dewasa

b. Orang yang berada dibawah pengampuan

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjidarsebut bisa dibatalkan
(voidable.

Syarat objektif terdiri dari:

1. adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek pejan
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian atgek perjanjian
yaitu mengenai identifikasi objek benda yang akapemhnjikan
sehingga dapat ditentukan.kejelasan mengenai ppé&glnjian untuk
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pasd.pih

2. adanya suatu sebab yang halal yang dibenarkaraseaianm.
Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang mepdsjgtjian,
tetapi yang dimaksud dalam pasal 1320 KU Perdababsdukan
dalam arti sesuatu yang menyebabkan orang membuat
perjanjian,melainkan isi perjanjian itu sendiri, nga tidak boleh
mengenai sesuatu yang dilarang oleh Undang-undamgjeak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, suatu pejijpn disebut batal demi
hukum oid/nietig.

2.2.4.Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hal yang harus dilaksanakan di dalam perjanjiamathakan prestasi®.
sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH PerdatastaBi yang diperjanjikan
itu adalah tindakan untuk menyerahkan sesuatulakolean sesuatu atau untuk
tidak melakukan sesuatu.

Prestasi adalah objek ataoorwerpdari sebuah perjanjian. Tanpa prestasi,
hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindak&am sama sekali tidak

mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pyaky berhak atas sebuah

%® Subekti, Op.cit.hal 36.
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prestasi mempunyai kedudukan sebaghiuldeiseratau kreditur dan pihak yang
wajib melakukan prestasi berkedudukan sebsgfaildenaamatau debituf’

Pada perjanjian yang bersifat perdata, melekasiripemaksaan, dimana
apabila debitur tidak memenuhi prestasi secararslaéereditur mempunyai hak

untuk memaksakan pemenuhan prestasil\fvangbaarheid )
2.2.5.Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian berarti berakhir seipeyataan kehendak
yang telah dituangkan dalam persetujuan bersanaaaamihak kreditur dan pihak
debitur. Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan capaidnya suatu perjanjian

yaitu >®

1. Pembayaran

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyiarpatau penitipan
3. Pembaharuan hutang ( novasi ).

4. Perjumpaan hutang ( kompensasi )

5. Percampuran hutang

6. Pembebasan hutang

7. Musnahnya barang yang terhutang

8. Pembatalan

9. Berlakunya suatu syarat batal

10. Lewat waktu

2.3. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

Hukum jaminan terdiri dari 2 suku kata yaitu hukdan jaminan. Istilah
jaminan berasal dari kata “jamin yang berarti tamgg sehingga jaminan dapat
diartikan sebagai tanggungan maksudnya adalah uaggg atas segala perikatan
dari seseorang. Jaminan diperlukan oleh kredittendasuatu perikatan dengan
debitor agar mempunyai suatu kepentingan bahwa tutebmemenuhi
kewajibannya dalam perikatah.

Pengertian hukum jaminan sendiri tidak dapat diteanudalam peraturan

yang ada, namun untuk menemukan rumusan hukum ganfiarus menelaahnya

7M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet.2 ( Bandung,Alumni,1986), hal. 28
* Ibid
3 Oey Hoey Tiong, Op.cit, hal 14.
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dari arti dan fungsi jaminan itu sendiri. Diberbagjgeratur digunakan istilah

zakerheiduntuk jaminan darzakerheid srechuintuk hukum jaminan atau hak
jaminan, tergantung dari bunyi atau maksud kaligaatg bersangkutan, sebab
recht dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hakkatadilan, sedangkan

hukum dalam bahasa Inggris addiv dan hak berartight.

Ada beberapa definisi tentang jaminan dan hukuminam yang
dikemukakan oleh ahli hukum diantaranya :

1. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengetiang jaminan-
jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorabiui*

2. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikanuddgpada kreditur
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan nmermiekewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul daritsparikatart*

3. Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernydt@sanggupan
seseorang untuk menanggung pembayaran kembali sar@ng*?

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapatghlum bahwa
hukum jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yaegkditan dengan
pemberian jaminan yang mengatur dengan harta kekapaik yang melekat
kepada orangpgrsor) atau badan-badan hukummedcht persoip selaku subjek
hukum maupun yang berkaitan dengan hak-hak yangkatekepada suatu benda

selaku objek hukum akibat dari peristiwa hukum gtpmutang.

Jaminan selalu dikaitkan dengan hak kebendaanarealam
KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan danpaidean bagian dari
hukum benda yang diatur dalam Buku Il KUHPerdatpaldila melihat pada
sistematika KUHPerdata, maka akan terlihat seolah-oaukum jaminan hanya
merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengajamaman kebendaan
terdapat dalam buku Il tentang benda, sedangkaangian jaminan perorangan (

persoonlijke zakerheidsrechten, personal guarantiseperti perjanjian

0, satrio, op.cit hal 3

*! Hartono Hadisa putro, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,( Yogyakarta, Liberty
1984), hal.50
*2 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta, Gramedia,1989) hal.70

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum..., Ellies Daini, FH Ul, 2011.



28

penanggungan bprtogh) didalam KUHPerdata merupakan salah satu jenis
perjanjian yang diatur dalam buku Il tentang Patalk. Maka dapatlah dikatakan

bahwa hukum jaminan merupakan bagian dari hukurdden

Perjanjian jaminan merupakan perjanjestessoirdari perjanjian kredit .
Perjanjian jaminan hanya akan ada setelah adama parjanjian utang piutang
atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan menirkbol suatu hak bagi kreditor,
dalam perjanjian jaminan kebendaan hak yang tirmdalah suatu hak kebendaan

baru yang memberikan jaminan terhadap kreditor.

Pada prinsipnya tidak semua benda dapat dijamintasa lembaga
perbankan atau lembaga keuangan non bank, namda lgang dapat dijaminkan
adalah benda-benda yang memenuhi syarat — syentantu. Syarat- syarat benda

jaminan yang baik adalaf’:

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kreddletu pihak yang
memerlukannya.

b.Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencadikuntuk melakukan
atau meneruskan usahanya.

c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalambaittiva benda jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila penudah diuangkan
untuk melunasi hutangnya penerima (pengambil kjedit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikgarana
perlindungan bagi kreditur sebagaimana tercantuedland pasal 1131
KUHPerdata dan pasal 1132 KUHPerdata :

Pasal 1131 KUHPerdata :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergemkpun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruadka di kemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikataorpegan”

Pasal 1132 KUH Perdata :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sargadSeanua orang
yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualzaadtrenda itu
dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besat getang masing-

* Subekti, Op,cit hal 73.
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masing kecuali apabila diantara para berpiutangda alasan yang sah
untuk didahulukan.”

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ini merupakamgamsecara umum
atau jaminan yang timbul dari Undang-Undang. Mehpasal tersebut Undang-
Undang memberikan perlindungan bagi semua krediélam kedudukan yang
sama, dimana berlaku asparitas creditoriumyaitu kedudukan para kreditur
adalah sama. Dengan demikian para kreditur hany&ethedukan sebagai
kreditur konkuren, kecuali bila ada alasan yang bemikan kedudukan yang

lebih utama di bandingkan dengan kreditur laiingit de preference

Droit de preferencedimiliki oleh para kreditur yang memiliki hak
kebendaan, yang diperoleh dengan mengikat pemanpainan kebendaan
terhadap benda tertentu milik debitur, cara pengikanana bersifat hak mutlak
atas benda tertentu yang diikat, sehingga apabltétud melakukan wanprestasi,
maka kreditur mempunyai hak terhadap benda yaiigatdiersebut untuk
mendapat pelunasan terlebih dahulu daripada krddinnya®*

2.3.1.Penggolongan Lembaga Jaminan

Penggolongan lembaga — lembaga jaminan yang aikiam tata hukum

Indonesia :*°

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan undang-unddang jaminan
yang lahir karena perjanjian.

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminasiks$iu

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yanggifdie
perorangan.

d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak damaamatas
benda tak bergerak

e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tamgrguasali
bedanya

* Subekti (c), Op.cit,hal 27
** Sri Soedewi Maschoen Sofwan(a), Op.cit,hal 43
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Dari penggolongan diatas, yang terpenting dalanuimujaminan adalah jaminan
yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersfatrangan.

2.3.2. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan mempunyai sifatcessoiryaitu perjanjian tambahan
yang bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjampekok adalah perjanjian
pinjam meminjam atau utang piutang yang diiki#ngan perjanjian tambahan
sebagai jaminan.karena bersifat tambahan atau gkaprdari perjanjian pokok,
maka ketika suatu jaminan utang piutang yang memeakiok suatu perjanjian
berakhir, maka perjanjian hak jaminan tersebutkiergula demi hukum.

Perjanjian tambahan ataaccessoir ini dibuat dengan maksud agar
keamana kreditur lebih terjamin. Bentuk perjanjambahan ini bisa berupa

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Sifat accessoidari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukunagab

berikut #°

c. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan terganfoada
perjanjian pokok

d. Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian tambghga batal

e. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tahdn juga
beralih

f. Jika perjanjian pokok beralih karenzessie, subrogatiemaka
perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahasus.

2.3.3. Jaminan Perorangan

KUH Perdata mengatur mengenai jaminan peroranganairdari Pasal
1820 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1850 KUHRerdat

Istilah jaminan perorangan berasal dari kadegtoch Jaminan perorangan
adalah jaminan yang berupa pernyataan kesanggupag wdiberikan oleh

seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhaajikan-kewajiban debitur

*® Frieda Husni Hasbullah(a),0p.cit, hal 8.
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kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersatasn wanprestasi atau cidera

janji.*’

Menurut Subekti, jaminan perorangan merupakan spatjanjian antara
kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin pemenuke@wajiban-kewajiban
debitor sampai suatu bagian (jumlah) tertentu a@luruhnya apabila debitor

wanprestasi yang diperoleh dari harta bendahya.
Jaminan perorangan diatur dalam pasal 1820 KUHa®Rex&ng berbunyi:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan neanang pihak ketiga
guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diriukintnemenuhi

perikatan si berutang manakala orang ini sendiakiimemenuhinya”.

Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjiamaasémrang kreditur
dengan pihak ketiga yang menjamin kewajiban-kewsajiseorang debitur sampai
suatu bagian tertentu atau seluruhnya apabilautelvdinprestasi yang diperoleh
dari harta bendanya. Jaminan ini berupa suatuyptran kesanggupan dari pihak
ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debityrakla kreditur dalam hal
debitur wanprestasi. Bila dilakukan oleh perorandaebutpersonal guaranty,
sedangkan bila dilakukan perusahaan atau badanmhukiaka dinamakan

company guaranty

Jaminan perorangan timbul dari adanya suatu p&jarfparu antara
kreditur dengan pihak ketiga yang merupakan pegnaccesoir dari perjanjian
pokoknya.perjanjian ini hanya dapat dipertahankahadap orang tertentu yang
terkait dengan perjanjian tersebut, tidak ditentu&bjek jaminannya, maka tidak
diperjanjikan terlebih dahulu mana yang dijaminkalengan demikian para
kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanyaetadukan sebagai kreditur

konkuren saja.

Jaminan perorangan ini dapat dibedakan dalam Zhgato yaitu jaminan
perorangan yang lahir karena Undang-Undang danngmpeororangan yang

lahir karena perjanjian.

47 J.satrio,Op.cit, hal 10
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Sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH perdata yeenupakan dasar
dari lahirnya jaminan perorangan, dapatlah dikatatlengan jelas bahwa
perikatan yang melahirkan jaminan perorangan amyh dapat dipertahankan
kepada orangnya, bukan kepada bendanya, jaminaniafin dari pasal ini hanya
akan melekat kepada objek yang berupa harta kekgymaey dimiliki oleh debitur
yang mengikatkan diri dalam perikatan utang piutérgebut. Kreditur tidak
dapat menuntu atas harta kekayaan yang telah kdialibleh debitur kepada pihak

lain.
2.3.4.Jaminan Kebendaaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikaadkegreditur atas
suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkanda tersebut jika

debitur wanpresta$r.

Dalam kerangka hukum jaminan, jaminan kebendaarddian atas
jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas belatabergerak. Dengan telah
dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Gangan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanadah &3 No. 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan fidusia, maka di Indonesida saaberlaku beberapa

lembaga jaminan, yaitu :

a. Hak tanggungan, diatur dalam UU No.4 Tahun 1999tdren Hak
tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda YangiBarkDengan
Tanah.

b. Hipotik, diatur dalam :

- KUH Perdata dan KUH Dagang
- UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

c. Gadai, diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Rd$d KUH
perdata

d. Fidusia, diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tent#aminan Fidusia

*® Subekti,(b),Opcit, hal 17
* Frieda Husni Hasbullah (b), Op.cit, hal.18
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Jaminan kebendaan termasuk dalam hukum kebends@ingga ciri-ciri
hak kebendaan berlaku pula pada jaminan kebendsaan?

g. Merupakan hak mutlak atas suatu benda

h. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan bebhéada
tertentu milik debitur

I. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun

j. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun betudaerada (
asadroit de suitg

k. Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan ey dulu
terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjaglinudian
(droit de preference)

|. Dapat diperalihkan

m. Bersifat perjanjian tambahara¢cessoly

Perjanjian jaminan kebendaan ditandai dengan spe@muisahan bagian
dari kekayaan seseorang yang dipergunakan untuk jamen dan
menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seorantydkbpada kreditur atas
hutangnya. Hak jaminan kebendaan memberikan hakkbplda kreditur untuk
didahulukan dalam pengambilan pelunasan dibandmdeaditur-kreditur lain

yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan.

Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan yanl bebk kepada

kreditur, karena>*

a. Kreditur di dahulukan dan dimudahkan dalam menghp#unasan
atas tagihannya atas hasil penjualan benda ter&atusekelompok
benda tertentu milik debitur dan/atau

b. Ada benda milik debitur yang dipegang kreditur atarkat pada
hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapatebrikan
tekanan phisikologis terhadap debitur unutk memenuh

kewajibannya dengan baik kepada kreditur.

*% bid
>t J.satrio, Op.cit, hal 12
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2.4. TENTANG FIDUSIA

Fiduciare Eigendoms Overdratitau lazim disebut Fidusia berasal dari
katafidesyang artinya kepercayaan.

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah pemberusigdebitur)
percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengékan hak milik yang
telah diserahkan kepadanya jika debitur telah naslumitangnya dan kreditur
percaya bahwa debitur penerima fidusia tidak meginakan benda jaminan
yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelinssagotersebut selaku
bapak yang baik®

Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini jug&ehal dalam istilah-

istilah sebagai berikut?

Zakerheids-eigendoihhak milik sebagai jaminan)
Bezitloss Zekerheidsrecffaminan tanpa menguasai)

Verruimd Pand Begrif gadai yang diperluas)

o 0o T p

Eigendom Overdracht tot Zakerhe{dpenyerahan hak milik secara
kepercayaan)

e. Bezitloss Pand gadai tanpa penguasaan)

f. Een Verkapt Pand Reclfdadai terselubung)

g. Uitboouw dari pandgadai yang diperluas )

Saat ini lembaga jaminan fidusia telah diatur dalaomkum positif
Indonesia yaitu dalam Undang-Undang nomor 42 telfi§d Tentang Fidusia.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini diharapkapadaemberikan kepastian

hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang Fidusia dijelaskan mengenagemian fidusia

dan jaminan fidusia yaitu :

>2 Erieda Husni Hasbullah, Op.cit, hal.45.
>3 Oey Hoey Tiong, Op.cit, hal. 21.
>* Sri Soedewi maschoen Sofwan, (1), Op.cit,hal 27
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Pasal 1 angka 1 ;

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatamdheatas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dpsmiikannya

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
Pasal 1 angka 2 :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda taérgeaik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidegcgerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani halggtengan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nombud 1996 tentang
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguassmabep fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yaegberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidesteadap kreditur
lainnya.

Dari pengertian pasal diatas dapat diambil kesiampblahwa fidusia atau
jaminan fidusia merupakan suatu lembaga hak jamberapa pengalihan hak
kepemilikan dari pemberi fidusia ( debitur) kepgmenerima fidusia (kreditur)
atas suatu benda atas dasar kepercayaa Jaminaia flokerkaitan erat dengan
perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, dimdenda yang menjadi objek

jaminan tetap berada dalam penguasaan debiturljgrefidusia)
Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia :

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfusgbiagai pemegang
jaminan saja,bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi baranghgamibaru ada jika
ada wanprestasi dari debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminausia harus
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4. Jika hasil penjualan(eksekusi) barang fidusia mieigbmlah hutangnya

maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepadweri fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebadeik kebendaan seperti
sifat mendahulu @roit de preferencé dan sifat mengikuti bendaXroit de suite
), sedangkan sifatnya yang lain adalah jaminansfalbersifataccesoirterhadap
perjanjian pokoknya.
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2.4.1.Ciri-ciri fidusia :

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan (aguryamgy bersifat

kebendaan (zakelijk zakerheid) yang memberikan ¢hekian yang diutamakan

atau mendahulu kepada penerima fidusia terhadaptilrdainnya. Sebagai hak

kebendaan ( yang memberikan jaminan) dengan seyalirsifat dan ciri-ciri hak

kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia.

Adapun ciri - ciri fidusia yaitu :

a.

Accesoir

Fidusia didahului dengan suatu perjanjian pinjammm@am uang atau
perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokamudian sebagai
jaminan pelunasan hutang, dibuatlah suatu perjariganbahan berupa
perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut.

Sebagai suatu perjanjiaaccessoir,perjanjian jaminan fidusia memiliki

sifat :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian koko

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan olehidainya perjanjian
pokok

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka haigpat dilaksanakan jika
ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian poletkht atau tidak
dipenuhi .

Sebagai jaminan pelunasan hutang

Bahwa jika debitor melunasi hutangnya, maka hakknatlas benda yang
penguasaannya masih ditangan debitor, akan kerkbaangan debitor
selaku pemilik asli benda yang bersangkutan.

Constitutum possessorium

Penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasstas benda

jaminan.

. Droit de preference

Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual bgadanan fidusia
terlebih dahulu dibanding kreditor lain.
Droit de Suite
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jaminan fidusia mengikuti kemanapun dan di tangapagpun benda objek
jaminan fidusia itu berada.

f. Parate execusi
Penerima fidusia berhak melakukan penjualan atadebgang dijaminkan
dan menagih piutangnya dari hasil penjualan tetsébupa suatu
executoriale title”

Ciri —ciri fidusia sebagai hak kebendaan dijelaskiaam pasal — pasal dalam
Undang-Undang Fidusia yaitu :

1. Pasal 1 angka 2 .... Terdapat kata-kata ........... agabagunan bagi
pelunasan hutang tertentu........... ", hal ini berartiwa jaminan fidusia
bersifataccesoirterhadap perjanjian pokoknya.

2. Pasal 4 : “jaminan fidusia merupakan ikutani dalatu perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihakukiremmenuhi
suatu prestasi.

3. Pasal 27 : “penerima fidusia memiliki hak yandathulukan terhadap
kreditur lainnya”.

4. Pasal 28 :” Apabila atas benda yang sama meoigek jaminan fidusia
yang lebih dari satu perjanjian jaminan fidusiakeyaakan diberikan pada
pihak yang pertama kali mendaftar pada Kantor Fiearda Fidusia’

5. Pasal 20 : “jaminan fidusia tetap mengikuti keydng menjadi objek
jaminan fidusia dalam tangan siapapun”

2.4.2. Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Fidusia menentukan ruangumdperlakunya
Undang-Undang Fidusia yaitu :

“Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap per@amnjfidusia yang

bertujuan untuk membebani benda dengan jaminasiéitiu

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, ini berar@argapg perjanjian itu
bertujuan untuk membebani benda dengan jaminarsifidyerjanjian itu harus

tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang fidusia.

>> Frieda Husni Hasbullah (b), Op.cit,hal.60-63
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Sebelum Undang-Undang Fidusia lahir, pada umumngadd yang
menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergewakg terdiri dari benda

persediaan, benda dagangan, piutang,barang dagalzgesebagainyd.

Sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Fidusia Nd@dahun 1999
memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud bendp akan menjadi

objek jaminan fidusia sebagai berikut :

“benda adalah adalah segala sesuatu yang dapdtkdidain dialihkan

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ygrdaftar maupun
yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yangktidergerak yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”

Dari perumusan pasal 1 angka 4 Undang-Undang FRiddisitas,objek
jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak damakitbergerak tertentu yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, desgarat benda tersebut deapat
dimiliki dan dialihkan ,sehingga dengan demikiape&haminan fidusia meliputi :

. benda harus dapat dimiliki dan dialihkan
. benda berwujud

. benda tak berwujud termasuk piutang

. benda terdaftar

. benda tak terdaftar

. benda bergerak

. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebakitdnggungan

0o N o o0~ W DN P

. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebiaotik

Ketentuan pasal diatas diatur lebih lanjut dalarsaP& Undang-Undang

Fidusia bahwa objek jaminan fidusia tidak termasuk

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah danubang
sepanjang peraturan perudang-undangan yang berlakentukan
jaminan atas benda benda tersebut wajib didafar.

2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan air kdierukuran 20
(dua puluh) m3 atau lebih

3. Hipotek atas pesawat terbang

4. Gadai.

*® Rahmadi Usman, Op.cit, hal 176
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Penjelasan atas pasal 3 huruf a Undang-UndangiBicwenyatakan :

“berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan diatehtenilik orang lain
yang tidak dapat di bebani hak tanggungan berdasddgkdang-Undang
Nomor 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan, dapadikin objek
jaminan fidusia.

2.4.3. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengiatkiri dalam

perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari pemifielusia dan penerima fidusia.

Pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak yang mimiak atas suatu
barang atau benda tertentu yang menyerahkannya&épeditur sebagai jaminan

pelunasan atas pembayaran hutang yang diberikarkagditur.
Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang jaminandtadu

“Pemberi fidusia adalah perseorangan atau korpgesilik benda yang

menjadi objek jaminan fidusia”

Orang perorangan yang dimaksud adalah individugselsaubjek hukum
yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukump galtay dimaksud adalah
sehat jasmani dan rohani dalam melakukan berbagaituk kontrak atau

perjanjian dengan pihak lain.

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usahalatdan hukum
maupun usaha kemitraan yang dalam suatu perjanj@mupakan pihak yang

memberikan benda miliknya sebagai jaminan denghusit.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang jaminan Fidusia nherik@n bahwa :

“Penerima fidusia adalah orang perseorangan atagofasi yang
mempunyai piutang dan pembayarannya di jamin dejagaman fidusia”

2.4.4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Jaminan Fidusia bertujuan untuk menempatkan beadg mnenjadi objek
jaminan fidusia sebagai jaminan, sehingga huburgaitum antara penerima

fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur)ath hubungan kredit antara
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debitur dan debitur, dan barang milik debitur yaiigminkan tersebut dijadikan
jaminan kredit dari debitur kepada kreditur.

Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang padalitke karena
debitur mempunyai hutang, maka timbul kewajibarbittie untuk menyerahkan

agunan untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Pengertian utang dan piutang telah dirumuskan ddlamdang-Undang

Fidusia, yaitu :

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang jaminan Fidusia:
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapayatakan dalam
jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atda oang lainnya, baik

secara langsung maupkontinjen”.
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Fidusia :
“Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”

Hutang yang dijamin pelunasannya dalam jaminaaosfal berdasarkan
Pasal 7 Undang-Undang Fidusia adalah :

a. utang yang telah ada

b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telapemghanjikan
sebelumnya.

c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukarajuitm¢rdasarkan

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memensiiatu
prestasi.

Debitur telah diberikan kepercayaan untuk memedinaenda yang ada
dalam penguasaannya, debitur pun dilarang untukgaliékan, menggadaikan
atau menyewakan kepada pihak lain benda objek gmiidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persettgrtulis terlebih dahulu
dari kreditur ( Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang F&jus

Debitur dapat mengalihkan benda persediaan yangadiesbjek jaminan
fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakudalam usaha perdagangan
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( Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Fidusia) dan debaiib untuk menggantinya
dengan objek yang setara (Pasal 21 ayat 3 UndadggnFidusia)

Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya sesuangan yang
diperjanjikan, maka debitur wajib menyerahkan obj@kian fidusia yang ada
padanya kepada dalam rangka pelaksanaan eksgmgan fidusia ( Pasal 30

Undang-Undang Fidusia)

Debitur dilarang untuk menggalihkan, menggadaitau menyewakan
kepada pihak lain benda yang menjadi objek jamiidusia ( Pasal 23 Undang-
Undang Fidusia ), konsekuensi dari pasal ini, keedidak bertanggung jawab
atas perbuatan melanggar hukum sehubungan dengggyseaan dan pengalihan

objek jaminan fidusia ( Pasal 24 undang-Undangstaju

Selain itu debitur atau pemberi fidusia juga dityanelakukan fidusia

ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminai@du

Semua larangan yang diberlakukan terhadap dep#uorberi jaminan
fidusia dalam Undang-Undang Fidusia dikarenakamsttaksi hukum jaminan
fidusia yang memberikan keuntungan bagi debitur ukinttetap bisa
mempergunakan objek jaminan fidusia , sehingga mui@ak mungkin bagi
debitur yang tidak beritikad baik bisa menyalahduamakeistimewaan jaminan

fidusia sehingga bisa merugikan kepentingan kreditu

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karpeganjian atau
Undang - Undang ( Pasal 1 butir 8 Undang-Undangsfa).

Jika debitur wanprestasi berdasarkan Pasal 29 gadadang Fidusia,
kreditur berhak :

1. Melaksanakan title eksekutorial

2. Menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan wmm serta
mengambil pelunasan dari piutangnya dari hasijyagan.

3. Menjual objek jaminan secara dibawah tangan berkiasa
kesepakatan kedua belah pihak.
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Bila hasil eksekusi yang dilakukan kreditur seperéing telah disebutkan
diatas, melebihi nilai penjaminan, kreditur wajibemgembalikan kelebihan
tersebut kepada debitur ( Pasal 34 ayat 1 UndargtinFidusia )

Janji yang memberikan kewenangan kepada kredittukumemiliki
benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitidera janji akan
menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukdtasal 33 Undang-Undang
Fidusia).

Kreditur wajib mendaftarkan benda yang dijaminkaengbn fidusia,
bahkan sampai ke permohonan perubahan mengen&iahalang tercantum
dalam sertifikat jaminan fidusia ( Pasal 16 Undahglang Fidusia).

Kreditur yang memiliki jaminan fidusia, memilikiak yang didahulukan
( droit de preferengeterhadap kreditur lain untuk mengambil pelunaasias hasil

eksekusi benda objek jaminan fidusia ( Pasal 27adgeUndang Fidusia).
2.4.5.Lahir Dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 11 dan 12 ayat 1 Undang-Undang Fidusia nraskag bahwa benda
yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib did&#ar di kantor Pendaftaran
Fidusia .

Pasal 14 ayat (3 ) Undang-Undang Fidusia :

“Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama demngaggal dicatatnya
jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusiawhabuku daftar fidusia

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat kita singoulkoahwa jaminan
fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftarmiugia, dan dengan dicatatnya
pendaftaran objek jaminan fidusia pada buku ddiffasia, maka pada saat itulah

lahir jaminan fidusia yang mengikat para pihak.

Sedangkan yang dimaksud kantor pendaftaran fichesidasarkan Pasal
12 ayat 2 Undang-Undang Fidusia adalah unit pefekgsahnis dalam lingkup
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republibmedia
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Oleh karena jaminan fidusia menurut ketentuan pdsainerupakan
perjanjian ikutan @ccesoir)dari suatu perjanjian pokok, maka dengan sendiriny
demi hukum, jaminan fidusia akan hapus dengan Imypulsutang pokok ( Pasal
25 ayat 1 ). Undang-Undang jaminan fidusia pasalagét 1 menyebutkan
beberapa hal yang menyebabkan hapusnya jaminasidigaitu :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerohogié
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kreditur harus memberitahukan kepada Kantor Peadaft Fidusia
mengenai hapusnya jaminan fidusia ( Pasal 25 ay#ndang-Undang Fidusia),
hal ini dilakukan guna memberi kepastian kepadatétaRendaftaran Fidusia
untuk mencoret pencatatan jaminan Fidusia dari bdkftar fidusia dan
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan babrtifikat jaminan fidusia
yang bersangkutan tidak berlaku lagi. ( Pasal 2& dydan 2 Undang-Undang

fidusia.

Sesuai dengan sifaccesoirdari jaminan fidusia, adanya jaminan fidusia
tergantung pada adanya piutang yang dijamin petunmgs, apabila piutang
tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijarengath fidusia,dengan
sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan jugaanenjadi hapus. Menurut
penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang jaminduasig, hapusnya utang
disini yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusiaranain karena pelunasan,
dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yangtddieh kreditur.Sementara
itu dalam Pasal 25 ayat 2 dijelaskan bahwa musrabegda yang menjadi objek
jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuragisagaimana dimaksud dalam
pasal 10 huruf b. Penjelasan pasal 25 ayat 2 nramspbahwa klaim asuransi

lah yang akan menjadi pengganti objek jaminan faltexsebut.
2.4.6.Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia

1. Specialitas atafixed loan
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Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendai&injgminan berupa
harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaaadikdin untuk
sesuatu ketika, apabila debitur ingkar janji dajdaangkan bagi pelunasan

atas kredit tertentu.

2. Accesoir
Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari pgiga pokok, yaitu
perjanjian utang. Di dalam perjanjian pemberiarudid sering terdapat
kata-kata yang menyatakan bahwa pemberian jamiiciaisid dikaitkan
dengan adanya perjanjian kredit sebagai perjapjidoknya®’

3. Hakpreference
Memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada peaefiduisa
terhadap kreditur lainnya dalam pengambilan pelamapiutang dari
benda yang menjadi objek jaminan. Hpikeferenceini dihitung sejak
tanggal pendaftaran benda yang menadi jaminan ifidpada kantor
pendaftran fidusia.

4. Droit de suite

Pasal 20 UU Fidusia mengatakan :

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang memghjik jaminan fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, keemgjalihan benda

pesediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
2.5. ASAS DROIT DE SUITE DALAM JAMINAN FIDUSIA

Pada jaminan fidusia hak milik atas objek fidusiak beralih dari debitur
kepada kreditur, melainkan hanya dibebani hak jamikebendaan yang disebut
“fidusia”, yang terjadi bukanlah peralihan hak ifhelainkan pembebanan hak
milik dengan kebendaan fidusia, dan penguasaamohbjak jaminan tetap berada
pada debitur. Karena pemguasabez(t) maupun kepemilikan atas objek fidusia
ada pada debitur, maka untuk melindungi kepentirigaditur , jaminan fidusia
diberi sifat kebendaadiroit de suite

) satrio,Op.cit,hal,128.
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Sifat Droit de Suitedalam hak kebendaan dianut dalam jaminan fidusia,
hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undarmyisha :

“Jaminan fidusia tetap tetap mengikuti benda yaegjadi objek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut h&emt@li pengalihan

benda persediaan yang menjadi objek jaminan fitlusia

Penjelasan atas Pasal 20 Undang-Undang i&idnenyatakan bahwa
ketentuan ini mengakui prinsiproit de Suiteyang telah merupakan bagian dari
peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kg#adengan hak mutlak
atas kebendaafiin rem)

Asas droit de suiteini sekaligus menunjukkan bahwa jaminan fidusia
merupakan hak kebendaanzakelijkrecht dan bukan hak perorangan
(personrecht)dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipari&an terhadap
siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa @@ menganggu hak
tersebuf®, pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkatuk memberi
kedudukan yang kuat kepada pemegang hak keberdiz@gan memberikan sifat
droit pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikutidamya kepada siapapun
ia berpindah, termasuk kepada pihak ketiga .

Asasdroit des suitesebagai salah satu asas hak kebendaan pada jaminan
fidusia muncul apabila benda objek jaminan fidusiadidaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran ini mebgaékan jaminan fidusia tidak
lagi sebagai suatu perjanjian yang bersifat pegaanmelainkan perjanjian yang

sudah memiliki sifat-sifat hak kebendaan.

Jika jaminan fidusia tidak terdaftar , makaas droit de suitenenjadi
tidak berlaku dan masyarakat umum dapat mengangglapa benda jaminan itu
adalah milik debitur sesuai dengan apa yang tetdadglam Pasal 1977 ayat 1
KUHPerdata.

Asas Droit de Suite dikecualikan dalam hal kebendaan yang dijadikan

objek jaminan fidusia berupa barang persedi@amventory) , seperti barang jadi
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(finished good)yang di peroduksi dan dipasarkan oleh si pembielusia.

Pengecualian prinsigroit de suiteini dinyatakan dalam klausul terakhir
ketentuan Pasal 21 Undang-Undang fidusia “Kecpalgalihan atas benda
persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia ‘hgeeualian ini juga tidak

berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh pemfidusia.

Jadi kesimpulannya bahwa adanya adesit de suitedalam jaminan
fidusia tergantung dari didaftarkannya atau tidadkaffarkannya objek jaminan
fidusia.

2.6.PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN
FIDUSIA.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksarmamnaminan fidusia
sangat perlu diatur dalam Undang-undang. Berlakusydang-Undang Nomor
42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dimaksudkatok dapat menampung
kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminarsididsebagai salah satu
sarana untuk membantu kegiatan usaha dan membéekastian hukum kepada

para pihak yang berkepenting&n,

Dalam jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kredi sangat
diutamakan karena hal ini berkaitan erat dengaat siri penyerahan jaminan
fidusia yaitu penyerahan hak milik secara keperaaydari debitur kepada
kreditur constitutum possesoriym meskipun hak milik secara hukum beralih
kepada kreditur namun benda yang menjadi objeknamfidusia masih dalam
penguasaan debitur,karena debitur masih memerlokpek jaminan fidusia itu

untuk kegiatan usahanya guna melunasi hutangnya.

Konstruksi hukum yang demikian dapat memungkinkagi bebitur yang
tidak beritikad baik untuk mengalihkan objek jamrmriedusia kepada pihak lain

dengan niat untuk memberikan keuntungan pada dndis, dan untuk

% Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,( Bandung, Alumni
2006), hal.161.
> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.
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menghindari itikad tidak baik dari debitur, makaddng-Undang Jaminan Fiduisa
telah mengatur untuk memberikan perlindungan hukagi kreditur antara lain :

2.6.1. Bentuk Akta Jaminan Fidusia

Perjanjian pemberian jaminan fidusia dibuat dalakta notaries dan
dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalaal Baayat 1 Undang-

Undang Jaminan Fidusia yaitu :

“Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengéen radtaris dalam

bahasa Indonesia dan merupakan jaminan fidusia”

Alasan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam bentokariil adalah
karena akta notariill merupakan salah satu bentiik atentik dan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna,sebagaimana diaraksud dalam pasal
1868 KUHPerdata dan sesuai ketentuan pasal 1870 Redtdta yang
memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang/apa dimuat didalamnya
terhadap para pihak beserta ahli waris atau panggamti haknya. Oleh karena
itu, undang-undang jaminan fidusia menetapkan pgaja fidusia harus dibuat
dengan akta notaris, mengingat objek jaminan falysada umumnya adalah
barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudatajaenya bentuk akta
otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin &gga hukum berkenaan

dengan objek jaminan fidusia.

Stein dalam tulisanny&ekerheidsrechten,Zekerheidsoverdracht,Panden
Bortochtmenunjukkan manfaat perjanjian fidusia dilakukecesa tertulis®*

1. Pemegang fidusia demi kepentingannya akan mengatat yang paling
gampang untuk dapat membuktikan adanya penyerahnsebut terhadap
debitur.

2. Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janijifduwusus antara
debitur dan kreditur, yang mengatur hubungan huinereka.

3. Untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

® Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, opcit hal 136.
®! Rachmadi Usman, Op.cit. hal 191.
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Akta jaminan fidusia memuat mengerf4i :

1.

Identitas para pihak

Yang dimaksud identitas meliputi nama lengkap, amgamempat
tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tandajair,jenis
kelamin, status perkawinan,dan pekerjaan.

Data perjanjian pokok

Sejalan dengan sifat penjaminan yang bersifat agcg®sdah
seharusnya bila dalam akta jaminan fidusia disevutgula dasar
hubungan hukum yang melandasi pembebanan bendardgginan
fidusia tersebut.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamirdarsia

yaitu dengan mengidentifikasi benda tersebut dptadkan mengenai
bukti kepemilikannya., sedangkan untuk barang itogn
dicantumkan mengenai jenis,merk,kualitas dari beecdzebut.

Nilai penjaminan

Penyebutan nilai penjaminan diperlukan untuk menemt besar
beban yang diletakkan atas benda jaminan fidusiageberkaitan
dengan sifat hak jaminan yang mempunyai hak pnetere

Nilai benda yang menjadi objek jaminan

Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakaratsyang baru
dalam hukum jaminan. Dan yang menentukan besat kigi benda
yang menjadi objek jaminan ditaksir oleh penerirdadia.

2.6.2..Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang jaminan fidusia rapkah bahwa

“benda yang dibebani dengan jaminan fidusia waplaftiarkan”

Tujuan dari pendaftaran fidusia ini adalah memlarikepastian kepada

kreditur dan pihak ketiga yang berkepentingan meaigdenda yang telah

dibebani jaminan fidusia serta memberikan hak peef& dari kreditor terhadap

kreditur lain atas hasil penjualan benda objek f@mifidusia yang bersangkutan.

Selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukala gelahiran hak preferensi

kreditur, karena jaminan fidusia memberikan hak akisp debitur untuk tetap

%2 Rahmadi Usman, Op.cit, hal. 194 - 197
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menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidu3engan demikian dapat
dikatakan bahwa maksud dan tujuan sistem pendaffamsinan fidusia adalaf®:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan terutama terhadap kreditur lain meaigoenda yang
telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur fpema fidusia)

3.  Memberikan hak yang didahulukan (preference) keplaclitor
(penerima fidusia) terhadap kreditor lain.berhubpegberi fidusia
tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminausif
berdasarkan kepercayaan.

4. Memenuhi asas publisitas.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Fidusia, yang didedin dalam
jaminan fidusia adalah bendanya, bukan orang paigoya, dan didaftarkan di

kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan menfiolusia.

Pasal 13 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwdafiaran jaminan
fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa ataakilnya dengan

melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah dilakukan pendaftaran itulah fidusia menypusifat kebendaan,
melekat pada bendanya, sehingga dapat dipertahéskedap siapapun. Dengan
didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitagpenuhi sekaligus
merupakan jaminan kepastian kepada kreditur laimmgagenai benda yang telah

dibebani dengan jaminan fidusia
Tatacara pendaftaran jaminan fidufa :

1. permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh pewefidusia, kuasa
atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia damsinpemberi fidusia
berada, permohonan diajukan secara tertulis dalalmda Indonesia
kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Relpulbidonesia

melalui kantor Pendaftaran fidusia.

% Rahmadi Usman, Op.cit, hal.200
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2. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pexay pendaftaran

fidusia, yang memuat :

a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b. tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama danp&tnkedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d. uraian mengenai objek benda jaminan yang mermghagk jaminan
fidusia.

e. nilai benda yang menajdi objek jaminan fidusia.
Permohonan itu juga dilengkapi dengan :
a.salinan akta notaris tentang pembebanan jamidasid

b.Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang umélakukan

pendaftaran jaminan fidusia.

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminarsfelu

Hak jaminan Fidusia dapat terjadi melalui tahapetragai berikut®®

a. Antara pemberi dan penerima fidusia dilakukan jaejiah terima benda
sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan dalamapgan pokok, janji
disini masih bersifatkonsensual obligatoir,oleh karena itu masih
merupakan hak perorangapefsoonliejkrecht)

b. Kemudian dilakukan perjanjian pembebanan / pemibgaiminan fidusia,
dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesiangerupakan akta
jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia seldivantumkan hari dan
tanggal juga dicantumkan mengenai waktu (jam) petaruakta.

c. Sebagai tahap akhir dilakukan pendaftaran bendg g#rebani dengan
jaminan fidusia yang dilakukan dikanotr pendaftarfeausia. Kantor
pendaftaran jaminan fidusia kemudian mencatat jamifidusia dalam
buku daftar fidusia. Dengan dicatatnya jaminandidwalam buku daftar

fidusia, maka sejak tanggal itu pula jaminan fiduahir.

% PP No. 86 tahun 2000
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud dpmantudengan
diadakannya sistem pendaftaran jaminan fidusiaaadahtuk °°

1. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidude& menjamin pihak
yang berkepentingan atas benda yang dijaminkan.

2. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukkepada
penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga ywerkepentingan.

3. Memberikan hak mendahulu ( preference) terhaklaglitur lain |,
berhubung pemberi fidusia tetap menguasai bendg yemjadi objek
jaminan fidusia.

4. Memenuhi asas publisitas dan spesialitas
5. Memberikan kepastian tentang status fidusiagahaminan kebendaan

6. Memberikan rasa aman kepada kreditur penerim@gn fidusia dan
pihak ketiga yang berkepentingan serta masyaraidsa pmumnya.

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetatamab:

“pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengduasia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajibanrpeadidusia kepada

kreditur baru.”
Ayat 2 :

“Peralihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayaddftarkan oleh

kreditur baru kepada kantor pendaftaran Fidusia’

“Kewajiban pelaporan dan permohonan sebagaimana yhmaksud
dalam pasal 16 Undang-Undang Fidusia tidak benakuk atas jaminan

stok barang dagangan”
2.6.3. Title Eksekutorial

Disamping adanya pendaftaran jaminan fidusia adingangan hukum

lainnya yang diberikan oleh undang-undang jaminmusfa apabila debitur

® Frieda Husni Hasbulllah(b) Op.cit hal 86
®® Frieda Husni Hasbullah(b), Ibid
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melakukan cidera janji yaitu : Pencantuman TitekéKutorial dalam Sertifikat

Jaminan Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan katdek'Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dicantumkannya kalimat tersebut menandakan bahwidilsg jaminan
fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang saeraan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatas hukum yang tetap (Pasayab2 ), artinya eksekusi
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadiEn bersifat final dan

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusaeliets

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instagang sah dan
berwenang,dalam hal ini kantor Pendaftaran Fidusiaka sertifikat jaminan

Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuagalsuatu akta otentik.

Demikian pula apabila debitur cidera janji ( waagiasi) maka penerima
fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang awrmgbjek jaminan fidusia

atas kekuasaannya sendiri. (Pasal 29 Undang-Urfddngia), yaitu dengan cara

a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dunakalam pasal 15

ayat 2 oleh penerima fidusia.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidasas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umumasenengambil

pelunasan piutang dari hasil penjualan.

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berkasakesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikdapat

diperoleh harga tinggi yang menguntungkan parakpiha

Ayat 2 :

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud daam lahuruf c
dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak didleukan secara tertulis
oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihakkpihgang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 21q) dsurat kabar
yang beredar di daerah yang bersangkuta”..
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Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiduséalui pelelangan
umum oleh penerima fidusia atas kekuasaannya se(piirate eksekupi
merupakan suatu kemudahan yang diberikan Undangutiénélepada penerima
fidusia dalam melaksanakan eksekusi guna menggmehinasan piutangnya (
Penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidg&iin itu melalui pelelangan
umum berarti memberi harapan kepada penerima &dusiuk dapat memperoleh
harga yang tinggi dari hasil penjualan benda yajagnihkan tersebut. Sedangkan
penjualan dibawah tangan dilakukan apabila carsabii@lak dapat dilaksanakan,
dimaksudkan agar dapat mempermudah penjualan bgsrag menjadi objek
jaminan fidusia dengan harga yang tinggi dengaepagsatan para pihak.

Apabila hasil eksekusi yang dilakukan oleh krediseperti yang telah
disebutkan diatas melebihi nilai penjaminan, kreditvajib mengembalikan
kelebihan tersebut kepada debitur (Pasal 34 aytdhng-Undang Fidusia).

Janji yang memberi kewenangan kepada krediturkumtemiliki benda
yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur weastasi, akan menyebabkan

perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 bgdandang Fidusia).
2.6.4. Sanksi Pidana

Fidusia merupakan masalah keperdataan, namun omokperkuat nama
kelembagaan, moralitas individu dan social, senkimelindungi pihak-pihak
yang beritikad baik, baik itu perorangan ataupurp&msi, maka Undang-Undang
Fidusia memuat ketentuan pidana dan denda. Halapat jelas dilihat pada

Pasal 35 Undang-Undang Fidusia :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, memgunghilangkan
atau dengan cara apapun memberikan keterangan asecar
menyesatkan,yang jika hal itu diketahui salah g#tak tidak melahirkan
perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidpeajara paling singkat

1 ( satu ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,danda paling sedikit
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan palingnylak Rp.
100.000.000,0 ( seratus juta rupiah).
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Pasal 36 Undang-Undang Fidusia :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikaau ahenyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaamamng dimaksud
dalam pasal 23 ayat 3 yang dilakukan tanpa petsatiujertulis terlebih
dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan @dasnjara paling lama
2 ( dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.Q lima puluh juta
rupiah)”

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwaddng-Undang
Jaminan Fidusia telah memberikan suatu bentuk nplerigan bagi Kreditur
pemegang jaminan fidusia, mengingat dalam jamirdusia objek jaminan tetap

berada dalam penguasaan debitur sehingga sangat thrsalah gunakan.

Pada prinsipnya baik pendaftaran suatu benda magpatu ikatan
jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikeenda atau pemegang
jaminan yang bersangkutan terhadap pihak debiturg yleemungkinan akan
menggalihkan objek jaminan fidusia pada pihak lain.

Asas publisitas dalam jaminan fidusia merupakaahsahtu cara untuk
melindungi pihak kreditur, karena semakin terpuddikya suatu jaminan utang,
maka akan semakin baik, tidak hanya bagi kredetapi juga bagi masyarakat
pada umumnya, kewajiban pendaftaran jaminan fidostaupakan perwujudan
dari asas publisitas. Dengan pendaftaran, diharapikeak debitur yang beritikad
tidak baik tidak dapat lagi membohongi kreditur @ampcalon kreditur dengan
memfidusiakan lagi objek jaminan fidusia atau bahkaenjual objek jaminan

fidusia.

2.7.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK YANG MENERIMA PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA

Adanya lembaga jaminan fidusia mememungkinkan b¢muignan tetap
berada dalam kekuasaan debitur, oleh karena nytudéisa saja mengalihkan,
menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadk gaminan fidusia
kepada pihak ketiga. Debitur dapat saja mengakiwhaa adalah pihak yang
berhak menggalihkan benda yang berada dalam kekuaga ,sehingga baik itu
kreditur maupun pihak ketiga bisa saja dirugikan.
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Setelah berlakunya Undang-Undang Fidusia, dalamalpa3 ayat 2
ditegaskan bahwa debitur dilarang untuk menggatijtkanggadaikan atau
menyewaakan kepada pihak lain benda objek jamindnsid yang bukan
merupakan barang persediaan, kecuali dengan peesetiertulis terlebih dahulu
dari kreditur. Larangan pengalihan ini sehubungamgdn dianutnya as&soit de
suite dalam Undang-Undang Fidusia yang jika benda beraldka jaminan

fidusia pun ikut beralih kemana pun benda itu barad

Pengalihan dari debitur ke pihak ketiga maksudngaladn debitur
mengalihkan hak milik atas suatu benda bergerak yagrupakan objek jaminan

fidusia kepada pihak ketiga yang bukan merupakiaakpilalam perjanjian.

Pengertian dari pengalihan ini adalah pengalihamg ydidasarkan pada
pasal 584 KUHPerdata jo Pasal 612 KUHPerdata yanuouinyi :

Pasal 584 KUHPerdata :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperdengan cara lain
melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatameniga daluwarsa,
karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang, nraonpenurut surat
wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan dagrdeas suatu
peristiva perdata untuk memindahkan hak milik, ldikan oleh seorang
yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Pasal 612 KUHPerdata :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yangeekbuh dilakukan
dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan huatde atas nama
pemilik dengan penyerahan kunci-kunci dari bangumiatam mana
kebendaan itu berada”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, dapataldike bahwa cara
memperoleh hak milikialah karena pengalihan atayy@@han berdasarkan suatu
peristiva perdata untuk memindahkan hak milik, ldiken oleh orang yang

berhak berbuat bebas terhadap benda itu.
2.7.1. Cara Pengalihan Benda bergerak

Hubungan hukum yang dapat mengakibatkan beraliltvaja milik atas
benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusjgakla pihak ketiga terbagi
menjadi 2 bagian :
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a.Berdasarkan Perjanjian

Pengalihan benda bergerak yang merupakan objekngamifidusia
berdasarkan perjanjian dapat dilakukan dengan:cara

1.1.Jual beli
Pasal 1457 KUHPerdata :

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana kpijang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kekemdian pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Jadi, jual beli benda bergerak yang menjadi obgekinan fidusia adalah
suatu perjanjian timbal balik, dimana pemberi fidu§enjual) berjanji
untuk menyerahkan hak milik atas benda bergeralg yaanjadi objek
jaminan fidusia, sedang pihak ketiga yang bukanupedtan pihak dalam
perjanjian jaminan fidusia berjanji untuk membalyarga yang terdiri atas

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hhk tesisebut.

Jual beli ini menganut as&®nsensualismgaitu dianggap sudah terjadi
jika diantara keduanya sudah tercapai kesepakatgenai barang dan

harga, meskipin barangnya belum diserahkan darahgagoelum dibayar.

Sifat konsensualismeari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458
KUH Perdata :

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara keduahbgillaak seketika setelah
mereka mencapai kata sepakat tentang barang daa, maeskipun barang

itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
Pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu :

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjudbsl

b. Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi atasgptersebut
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Pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembealitempat dan
waktu dimana penyerahan barang tersebut harusuddak( Pasal 1477 Jo
Pasal 1514 KUHPerdata)

1.2.Hibah
Menurut Pasal 1666 KUHPerdata ayat 1 :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pbaghdiwaktu
hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapaikdkembali
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si pendribah yang
menerima penyerahan itu “

Penghibahan merupakan perjanjian sepihak atau uligaba perjanjian
Cuma-Cuma, yang artinya perjanjian ini hanya dkajuadanya prestasi
dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tideku memberikan

kontra prestasi sebagai imbalan.

Benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidustapt berada dalam
kekuasaaan debitur, memungkinkan debitur menghdahkatau

menyerahkan benda bergerak tersebut kepada pihdkakeanpa

sepengetahuan kreditur, sehingga hal itu bisa nmiemdgreditur.

1.3.Tukar Menukar

Tukar menukar atau barter merupakan salah satwoéuné menggalihkan
benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1541 KUHPerdata :

“Tukar menukar adalah suatu perjanjian, dengan rkadaa belah pihak
mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatarabg secara

berimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain”
b.Berdasarkan Undang-Undang

Pengalihan benda bergerak yang merupakan objekngamifidusia
berdasarkan Undang-Undang dapat dilakukan dengem mewarisan.
Pewarisan itu terjadi apabila seseorang meninggabgdmaka seketika itu
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juga segala hak dan kewajibannya beralih padaisekahli warisnya. (
Pasal 874 KUH Perdata)

Dari penjelasan diatas berdasarkan perbuatan hwkuiok mengalihkan
benda bergerak objek jaminan fidusia yang beradand&ekuasaan debitur
sangat dimungkinkan, karena dalam jaminan fid@isit benda tidak beralih
pada kreditur dan penguasaan atas benda objekgarfidusia tetap berada pada
debitur.

2.7.2. Syarat Penyerahan

Semua perbuatan pengalihan diatas di awali dendanya perjanjian
obligatoir yaitu perjanjian yang meletakkan hak dan kewajipang bertimbal
balik antara kedua belah pihak, dan kemudian hdik fparu benar beralih
setelah dilakukannya penyerahdevéring) Penyerahan adalah suatu peristiwva
perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan aeding yang berhak berbuat
bebas terhadap benda itu,dari ketentuan ini dajgatathui syarat-syarat untuk

melakukan penyerahan yaitf® .
1.Harus ada alas hak

yang dimaksud alas hak adalah hubungan hukum yamgjaoh dasar
dilakukannya penyerahan. Hubungan ini dapat tinkarena perjanjian
dan bersifat obligatoir, artinya baru dalam tahapnaiptakan hak dan

kewajiban, belum memindahkan hak milik.
3.Harus dilakukan oleh orang yang berhak

Orang yang memindahkan hak kebendaan itu harugorang berhak
atau memiliki kewenangan yang sah yaitu orang yaeqiliki benda itu
sendiri (pemilik yang sah ) atau orang yang merguiasnda secara sah
berdasarkan alas hak tertentu , misalnya pemegamagak pemegang

gadai.

%8 Subekti (d), Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta,Pradya paramita, 1996), hal.27.
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2.7.3. Bentuk-Bentuk Penyerahan :
1.Untuk benda bergerak yang berwujud (Pasal 81RRerdata)
a. Dilakukan dari tangan ke tangan

b. Dilakukan dengan penyerahan kunci gudang dirbanda itu disimpan

c. Dilakukan dengarraditio brevi manu( tangan pendek), jika benda
sudah berada dalam penguasaan yang berhak menerima.

d. Dilakukan denganonstitutum possesoriunika benda itu tetap berada

dalam penguasaan pemilik semula
2.Benda bergerak yang tidak berwujud ( Pasal 61Bl Rerdata)

a. Piutang atas tunjukag@n toondey dilakukan dengan penyerahan secara

nyata, dari tangan ke tangan. Misalnya surat cek

b. Piutang atas namagd naam) dilakukan dengan cara cessie yaitu
dengan surat pernyataan memindahtangankan piutamy disusul
dengan penyerahan surat piutangnya.misalnya sataamnama

c. Piutang atas penggafitaan ordej dilakukan dengan endossemen dan
penyerahan surat piutangnya, misalnya wessel.

Pasal 19 Undang-Undang Fidusia menetapkan bahwgalesn hak atas
piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakian beralihnya demi
hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusiadereditur baru. Peralihan
itu didaftarkan oleh kreditur baru ke Kantor Petalan Fidusia.

2.7.4. ltikad baik

Perbuatan hukum yang berupa pengalihan hak yamdguliin debitur
terhadap objek jaminan fidusia yang masih beradéandakekuasaannya
mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidagngetahuinya. Untuk
melihat apakah pihak ketiga itu benar tidak mesiggt bahwa benda yang

sekarang beralih menjadi miliknya sedang dalam namifidusia sehingga perlu
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dilindungi oleh Undang-Undang, penulis akan mengdman terlebih dahulu
mengenai istilah itikad baik yang ada dalam suatjapjian.

Dalam tata kehidupan masyarakat, masalah itikaldl & menyangkut
kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan penmbidaa pengaturan.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semiakgyi pula kesadaran
mereka tentang hak dan kewajibannya. Dalam latadinukum, dharapkan sekali
agar anggota masyarakat selalu beritndak denganddisi itikad baik sehingga

dapat menunjang usaha mewujudkan masyarakat adrdamur.

Itikad baik dalam Bahasa Belanda dikenal dengamante goeder trouw
yang artinya kejujuran atau bersih, dalam Bahaggils dikenal dengan nama

in good faith dan dalam bahasa Perardisbonne fof®

Istilah itikad baik dijumpai dalam hukum benda, dima misalnya ada
perkataan’pemegang barang yang beritikad baik, pérbarang yang beritikad
baik, sebagai lawan dari orang yang beritikad buBdorang pembeli yang
beritikad baik adalah seorang yang membeli baramgah penuh kepercayaan
bahwa si penjual sungguh —sungguh adalah pemiténigayang dibelinya’® hal
ini diperjelas dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdgang menyatakan bahwa
semua perjanjian itu dilaksanakan dengan itikall.bai

ltikad baik dapat dibedakan atas dua macam yAitu :

1. lItikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
Adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersaagkbahwa syarat-
syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjargesrara sah menurut
hukum sudah terpenuhi semuanya.
Seseorang yang ingin membeli barang misalnya, meyalalam hati
sanubarinya bahwa penjual barang tersebut benar-hmiliknya, dan
kalau dikemudian hari ternyata penjual barang bersdukan pemilik

sejati atas barang yang diperjual belikan, pemaeédilah pembeli yang

69 Djaja S.Meliala, Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata, (Bandung,Bina Cipta, 1987, hal. 1.
7% subekti (c), Op.cit,hal. 43.
& Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata,cet VII,(Bandung,Sumur,1979) hal. 56.
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beritikad baik, karenanya ia dilindungi oleh hukulkan tetapi perkiraan
yang dimaksud disini bukanlah perkiraan yang barssubjektif, tetapi
perkiraan yang didasarkan kepada kepantasan dalasyamakat, yang
harus diukur secara objektif, bukan subjektif.

2. ltikad baik waktu melaksanakan hak-hak dan kewajijpang timbul dari
perjanjian.
Bahwa melaksanakan perjanjian harus mengindahkamaanorma
kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diripbuatan yang bisa

menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Uraian diatas dapatlah di konklusikan bahwa itikzsalk ketika akan
mengadakan perjanjian maupun ketika melaksanakajanpan, tidak lain
daripada sikap mental manusia yang bersifat subjédtiapi itikad baik itu dapat

diukur secara objektif

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwaadtikbaik sangat
diperlukan dalam suatu hubungan hukum dan menjadardbagi kepastian
hukum mengenai isi perjanjian yang tidak selalmyitakan dengan tegas dalam

suatu hubungan hukum tersebuit.

Sehubungan dengan pelaksanaan itikad baik diagakaitan erat juga
dengan penguasaan seseorang atas benda objek nafrdoaia, maka akan
dibahas juga mengendiezit. Bezitadalah suatu keadaan lahir, jika seseorang
menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannyarissm@ag oleh hukum
dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak miliksdianda itu sebenarnya milik

siapa’®

Pasal 530 KUHPerdata menjelaskan mengdemit yaitu kedudukan
seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baikrdeirg sendiri, maupun
dengan perantaraan orang lain, dan yang mempekiamaatau menikmatinya

selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

72 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, edisi
Revisi,(Bandung,Alumni,2010),hal.40.
7 Subekti, Op.cit, hal. 63

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum..., Ellies Daini, FH Ul, 2011.



62

Bezitterbagi dua yaitu’®
1 bezityang beritikad baik {e& goeder trouy

Dikatakan beritikad baik apabila si yang pemegaaguangan jujur
mengira bahwa dia pemilik sejati benda yang dikugsa tanpa
mengetahui cacat cela yang terkandung di dalanimigalnya benda yang
diperolehnya berasal dari warisan atau yang dibgd di pelelangan
umum, ditempat seumunya dan memperolehnya dargorang memang

memperdagangkan benda tersebut
2.Bezit yang beritikad burukg kwader trouy

Dikatakan beritikad buruk, manakala si pemegangdaetersebut tahu
bahwa ia bukanlah pemilik kebendaan itu. Misalngada yang berasal

dari hasil pencurian,penggelapan.

Pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan diduyang berada
dalam kekuasaannya tentulah termasekitteryang beritikad buruk karena sudah
jelas bahawa ia bukan orang yang berhak untuk ntiekga benda tersebut
kepada pihak ketiga, walaupun senyatanya ia meagudgek yang sedang

dijaminkan dengan jaminan fidusia.

Sedangkan bagi pihak ketiga yang menerima pengatibpek fidusia dari
debitur yang disangka adalah pemilik benda yangerssinya,KUHPerdata
memberikan penjelasan dalam Pasal 582 KUH Perdata ydikatakan sebagai
pihak ketiga yang beritikad baik apabila kebendaasebut diperoleh dari orang
yang memang memperdagangkan benda tersebut, dalalangan umum atau di

tempat penjualan yang seharusnya.
Bezitatas benda bergerak diatur dalam Pasal 1977 dfidH1Perdata :

“terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunggpumapiutang yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka bdegagsyang

menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.

" Frieda Husni Hasbullah (b) Op.cit,hal. 68.
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Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata menjadi dasar pergalu bagi pihak
ketiga yang beritikad baik, rumusan dari pasaletens dapat diartikan bahwa
pihak ketiga yang menerima pengalihan benda betgehgek jaminan fidusia
dilindungi,karena ia boleh menganggap bahwa pihakgymenguasai benda
bergerak sebagai pemilik, dan tidak ada kewajibaginya untuk menyelidiki
terlebih dahulu apakah yang menguasai itu benaarljgmilik atau bukan .

Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata diatas sebenarmygulchn untuk
kepentingan lalu lintas hukum oleh karena padardgaahak milik atas suatu
benda hanyalah dapat berpindah secara sah jikaraagememperolehnya dari
orang yang memang berhak memindahkannya, tetapik umembuktikannya
tentu menjadi sangat menyulitkan dimana jika sep@embeli barang setiap saat
harus menyelidiki dahulu barang yang akan dibelimygnar-benar milik penjual
atau bukan, lain halnya untuk benda atas nama dadabterdaftar yang sudah

dengan sendirinya ada identitasnya.

Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata menimbulkan bampeiafsiran dan

teori dikalangan ahli hukum , diantaranya :

1. Eigendoms theory

Teori ini dikemukakan oleh mejers yang mengatakahwa bezit atas
benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempalelakarena hak yang
paling sempurna adalah hak milik, mdiezitatas benda bergerak adalah
sama dengan hak milik.

Teori ini mengesampingkan Pasal 584 KUHPerdata yaegetapkan
bahwa untuk sahnya penyerahan suatu benda harusrmabngua syarat :

a. Harus ada titel yang sah
b. Harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keweraaggu berhak
berbuat sesuatu terhadap suatu benda.

Inti dari teori ini adalalbezitharuslahbezityang jujur.

2. Legitimatie Theorie

Teori ini dikemukakan oleh Paul Scholten yang memgeakan bahwa
bezitatas benda bergerak tidak sam denggendom namun siapa saja
yang secara jujur menguasainya,dia dilindungi, dariuk menjadi
pemilik, seorangoezitter harus memiliki titel yang sah namun ia tidak
perlu membuktikan apakah benda tersebut berasal atang yang

7 Frieda Husni Hasbullah (b),0p.cit, hal.83

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum..., Ellies Daini, FH Ul, 2011.



64

mempunyai kewenangan untuk menguasai benda itu tatals, cukup
dengan menunjukkan pada umum bahwa ia menguasda bt seperti
seorang layaknya seorang pemilik.

Dari kedua teori diatas bila dihubungkan dengafiqaeingan hukum bagi
pihak ketiga yang beritikad baik yang mendapat pkngn objek jaminan fidusia
sudah seharusnya pihak ketiga yang beritikad bai&ndapatkan perlindungan
hukum atas penguasaan objek jaminan fidusia yakgadgainya sesuai dengan
pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata.

Undang-Undang Fidusia memberikan jaminan perligdanhukum bagi
pihak ketiga yang membeli benda persediaan yaibadeari tuntutan meskipun
pembeli mengetahui adanya jaminan fidusia ataskdejsebut, dengan syarat ia
memperoleh benda objek jaminan fidusia tersebugalerara dan prosedur yang
lazim dilakukan dalam usaha perdagangan dan telambayar lunas harga
penjualan barang tersebut sesuai dengan harga pasar

Kesimpulan dari semua penjelasan diatas adgsabila objek jaminan
fidusia didaftarkan, maka demi hukum timbul halbdedaan pada jaminan
fidusia, sehingga dengan sendirinya ABasit de suite berlaku, dan ini berarti
kreditur pemegang hak jaminan fidusia dilindungiaga hukum kepentingannya
sehingga apabila debitur tidak bisa melunasi utgagmvalupun objek benda
jaminan fidusia telah beralih pada pihak ketigadkte pemegang jaminan fidusia
tetap dapat mengeksekusi objek jaminan fidusiaradaagsungfarate eksekuyi
tanpa melihat ditangan siapa benda objek jamindosia berada,sedangkan
apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkailak akan ada asd3roit de
suite yang menjadi ciri jaminan fidusia, kreditur hardagpat menuntut pelunasan
debitur berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata, dan ithredidak dapat
mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia yantahteberada dalam
penguasaan pihak ketiga, karena berlaku ketentugasal 1977 ayat 1
KUHPerdata, yang melindungi kepentingan pihak leetigng beritikad baik.

Oleh karena yang berlaku kemudian adalah pasal ¥yaf 1 KUH

Perdata, maka penguasaan benda objek jaminandidlei pihak ketiga menjadi
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sah dan pihak ketiga tidak harus menanggung kerwagges tindakan wanprestasi
yang dilakukan debitur terhadap kreditur pemegangnan fidusia.

Jadi terdaftar atau tidaknya suatu objek jaminaisia mempengaruhi
secara hukum bagaimana perlindungan yang dibek&pada pihak ketiga yang
beritikad baik yang menerima pengalihan objek jamifidusia. Hal ini berkaitan
pula dengan cara mengeksekusi objek jaminan tersghiiu bila didaftarkan
maka kreditur bisa melaksanakparate eksekudberdasarkarnitel eksekutorial
yang dimiliki dalam jaminan fidusia, akan tetaplabtidak didaftarkan apabila

debitur cidera janji maka harus melalui gugatapéegadilan .
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BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1.KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi Kreditur pemegang jamifidusia diberikan
oleh Undang-Undang jaminan fidusia apabila objekif@an fidusia

didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Pihak ketiga yang beritikad baik yang meneriraagalihan objek jaminan
fidusia mendapat perlindungan dari Pasal 1977 hydiHPerdata dengan
syarat objek jaminan tersebut tidak didaftarkanapkdntor Pendaftaran
Fidusia, dan pihak ketiga yang beritikad baik memadaerlindungan dari
Undang-Undang fidusia dalam hal meneirma pengalibiajek jaminan

fidusia berupa barang persediaan.

3.2.SARAN

1. Sehubungan dengan adanya ad@st de suitedalam jaminan fidusia
yang lebih mengutamakan kepentingan kreditur, ggjainetap bisa
mngeksekusi objek jaminan fidusia yang telah bedidangan pihak
ketiga yang beritikad baik, kiranya perlu ada peltangan
penambahan pasal mengenai dengan cara apa damnmbagaagar
pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pdihgn objek
jaminan fidusia yang telah didaftarkan tidak dikag

2. Perlu adanya kemudahan dalam pendaftaran dagegekan objek
jaminan fidusia, dan bila memungkinkan juga dilakulsecara online

agar masyarakat semakin sadar akan pentingnyagarfigusia.
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